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ABSTRAK

Kebersihan suatu wilayah merupakan kondisi yanggaamibutuhkan oleh
masyarakat. Kantor Dinas Pasar, Kebersihan danarRaman Kabupaten Rohil
merupakan sebuah lembaga pemerintah yang meméaikinan di dalam pelaksanaan
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi pelaypresampahan/kebersihan di wilayah
Kabupaten Rohil. Untuk melaksanakan pelayanankatsdiperlukan biaya operasional,
yang dimana salah satu sumber biaya operasionsébigr berasal dari pendapatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Unénkngkatkan pendapatan retribusi,
diperlukan partisipasi masyarakat secara menyelulidalam proses pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Partisipasi masyarakat di Kota Bagansiapiapumnya dan khususnya di
Kelurahan Bagan Timur dalam pelaksanaan Perda 3N®ahun 2007 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihanih mesdah. Pengamatan
penulis, kesadaran masyarakat khususnya di Kelar8agan Timur sebagai salah
satu kelurahan di Bagansiapiapi, masih rendah. f@phediantaranya partisipasi
dalam membayar retribusi pelayanan persampahamgiele, dan gotong-royong
kebersihan, membuang sampah pada waktu tempatyaad disediakan.

Adanya fenomena di atas, menarik penulisilumhelakukan penelitian guna
melihat seberapa besar partisipasi masyarakatdaphaelaksanaan Perda No. 3
Tahun 2007 serta tinjauan hukum Islam terhadajpspaasi masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitianadalah :Pertama, bagaimana
partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Peoda3 Nlahun 2007Kedua,
bagaimana dampak partisipasi masyarakat terhadags@aaan Perda No. 3 Tahun
2007; dan Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap partisipas
masyarakat terhadap Perda N@.ahun 2007.

Metode penelitian ini adalah peneliti lapam(field research), mengambil lokasi
di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kakerp&okan Hilir.

Berdasarkan hasil penelitan maka dapatlaketahui bahwa partisipasi
masyarakat di Kelurahan Bagan Timur terhadap PelNta 3 Tahun 2007, dapat
dikatakan masih rendah, seperti membayar retribugdelayanan
persampahan/Kebersihan, dan membantu membersibkgral, membuang sampah
pada waktu dan tempat yang sudah disediakan.

Dampak partisipasi masyarakat terhadap PBi@la3 Tahun 2007, meskipun
telah berpengaruh terhadap peningkatan PAD yarasakedari pembayaran retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan, namun pendapatarRetribusi yang diraih
Pemda Rokan Hilir lebih dominan merupakan hasijak&eras Pemerintah Daerah
dan belum menjadi budaya masyarakatnya dalam perdrayRetribusi. Untuk
mengumpulkan PAD Retribusi Pemda Rokan Hilir memjah segala fasilitas
kebersihan seperti tenaga kebersihan, tempat pemganasampah yang tidak sedikit,
karena hanya kecil masyarakat yang ikut berpaassipmembayar retribusi
persampahan/kebersihan, membersihkan sampah, megsaimpah pada waktu dan
tempat yang sudah disediakan.

Partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tal@v,2yaitu membayar
retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pal@an salah satu bentuk
kewajiban sesama masyarakat dalam menjaga keberdimgkungan. Menurut
pandangan hukum Islam, wujud dari partisipasi madgd terhadap Perda No. 3
Tahun 2007, merupakan suatu bentuk persekutuanket@asama yang dianjurkan
syara’ yang disebut dengan pmbayaran retribusi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan Imgku dalam rangka pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harusisditan pada norma hukum dengan
memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat danemédngan lingkungan global serta
perangkat hukum nasional sampai keperangkat hu#laerah yang berkaitan dengan
lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakatmddtaitannya dengan pengelolaan
lingkungan telah berkembang demikian rupa sehinmg@du disempurnakan untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasgkuhgamn

Islam sebagai agama yang sempurna bukarahmepgatur masalah muamalah, melainkan
juga masalah ibadah yang bersumber kepada Al-Quian Hadits. Al-Qur'an dan Hadits
memiliki daya jangkau dan daya atur yang univessaita teksnya selalu tepat untuk

diimplikasikan dalam kehidupan. Dalam Al-Qur'anatil SWT, berfirman’:

! Siswanto Sunarséjukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaey®eta(Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2005), Cet. Pertama, h. 1.

2 Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung : Gema Risalah Press, 1998), Cet. Ke-1, h
157.



Semua perbuatan dan sikap hidup yang memggkén seseorang atau masyarakat yang
kiranya dapat melindungi seseorang dari mara batdiggmdang berbagai perbuatan baik dan
tagwa kalau disertai dengan niat yang baik. Dians&deratan aspek kerja sama dan hubungan
manusia yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Suryzety kemudian dikembangkan oleh para
ulama adalah bersugthaharah)®

Bersuci adalah memelihara kebersihan ya@ilngdn memperhatikan masalah kebersihan
lingkungan, dan pada hakekatnya pandangan Islahadap kebersihan merupakan sebuah
prinsip yang tidak disangkal oleh agama-aganma karena kebersihan lahir dan bahtin adalah
sebagian dari iman, oleh karena itu merupakan kemdayang diwajibkan. Misalnya untuk
melaksanakan shalat, sebagaimana shalat itu semetinpakan tiang agama, dan tidak akan sah
shalat seorang muslim kecuali suci dari hadas [Edamaupun bathin. Pada lahir harus bersih
dari hadas kecil yang bisa dihilangkan dengeudhu, serta bersih dari hadas besar bisa
dihilangkan dengan mandi. Sedangkan hadas pada lsghenarnya jauh lebih sulit, karena
bathin harus dibersihkan dari segala sifat yangktidiredhai Allah SWT, melainkan harus
mensifati atau mengimani sifat Allah yang dikenahgdan sifat 20, yaitu sifegalbiah, sifat
nafsiah sifat ma’ni dan sifatma’nawiah. Artinya kebersihan mutlak bagi seorang muslim,
karenanya tidak mungkin telah beriman seseorandimuecuali telah bersih lahir maupun
bathinnya, sebab itu kebersihan lahir dan bathataddsebagian dari iman.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan negarajiuPan Daerah (Perda) ditempatkan sebagai
bagian integral dari peraturan nasional, artinyad®eang tersebar diseluruh pelosok tanah air

dikembangkan atas dasar tetap terjaga dan terpeleatuhan negara dengan tidak terlupakan

® Yusuf Al-Qaradhawilslam Agama Ramah Lingkungddakarta : Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 61.



terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakej gyata, dinamis dan bertangung
jawab?

Suksesnya suatu Perda atau perangkat hu&imyd, dalam mengimplementasikannya
sudah barang tentu tidak akan terlepas dari pexda masyarakat. Masyarakat sebagai objek
dari pelaksanaan peraturan maupun objek pembangsudah sewajarnya turut berperan serta
dalam mensukseskan pelaksanaan segala peraturggunimsegala program pemerintah. Oleh
karenanya Pemerintah Daerah didalam menjalankaratypan termasuk menjalankan
pembangunan khususnya dalam menjaga kebersihankutiggn harus senantiasa
mengikutsertakan masyarakat. Hal ini sesuai dergenyang dikatakan oleh Bintoro Cokro
Amidjojo, bahwa tugas pelaksanaan Perda dan memggersihan lingkungan tidak mungkin
dapat terlaksana oleh Pemerintah Daerah sendidaimkan diperlukan suatu usaha untuk
melibatkan masyarakat”.

Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lemymga memiliki legitimasi sudah barang
tentu memikul tugas dan tanggung jawab. Hal tetsddisa diwujudkan dalam berbagai
program-program Pemerintah Daerah, seperti progmembangunan yang berwawasan
lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan are&yt baik fisik maupun non fisik.
Sebagaimana usaha Pemerintah Daerah untuk memti@amgkieran serta masyarakat dalam
menjalankan Perda agar turut menjaga kebersihghkuimgan di daerah khususnya di Kelurahan
Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokarr.Fidapun usaha tersebut tergambar
dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 3 Tahun 2@@dtang Retribusi Pelayanan

Persampahan dan Kebersihan, dengan struktur lyagant sebagai berikut :

*Y.W. SunindhiaKepala Daerah dan Pengawasan dari Pugaakarta : PT. Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-2, h.
12.

® Bintoro Cokro Amidjojo,Teori Strategis Pembangunan Lingkungan Indonegi#gkarta : Gunung Agung,
1993), h. 48.



1. Tempat usaha:
a. Untuk tempat usaha type Ul sebesar Rp 10.00€g@@luh ribu rupiah) perbulan;
b. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.0Q@® belas ribu rupiah) perbulan;
c. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.0Q@® puluh ribu rupiah) perbulan;
d. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.0088m puluh ribu rupiah)
perbulan;
e. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.00ufdh puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
2. Tempat umum:
a. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.0Q0r6a belas ribu rupiah) perbulan;
b. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.00@08 puluh ribu rupiah) perbulan;
c. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.00(0& puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
3. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikbsigse berikut:
a. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesdr.0Rf,00 (seribu rupiah) perhari;
b. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesard®p,00 (seribu rupiah) perhari;
c. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorondedipat yang diizinkan Rp
1.000,00 (seribu rupiah) perhari.

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Rokam dilam menjaga kebersihan lingkungan
khususnya di Kota Bagansiapiapi, terutama sejakdiedin Perda No. 3 Tahun 2007, dalam dua
tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang membakagn. Semenjak Perda ini ditetapkan dan
dijalankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan t¢illah berhasil memperoleh penghargaan

Adipura sebanyak dua kali berturut-turut yaitu ptadeggal 4 Januari 2006 dan 17 Januari 2007,



serta pada tanggal 9 Juni 2008 berhasil mendapa&aghargaan dari Presiden RI melalui
Menteri Lingkungan Hidup sebagai kota terbersih.

Namun fenomena sebaliknya, partisipasi uadkpat di Kota Bagansiapiapi umumnya dan
khususnya di Kelurahan Bagan Timur dalam pelaksaf®da No. 3 Tahun 2007 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihaihy reagah.

Pengamatan penulis, kesadaran masyarakat khususnyeelurahan Bagan Timur
sebagai salah satu kelurahan di Bagansiapiapi, pédbn Rokan Hilir masih rendah, beberapa
diantaranya partisipasi dalam membayar retribiedeksinan dan persampahan, serta partisipasi
dalam gotong-royong kebersihan yang dihimbau penadrj partisipasi dalam membuang
sampah pada waktu tempat yang sudah disediakan.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakaudahan Bagan Timur dalam mendukung
program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hiliddimg retribusi pelayanan persampahan
dan kebersihan sebagaimana, diharapkan sejak kahaderda No. 3 Tahun 2007 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihanpal@an suatu kesenjangan yang bertolak
belakang dengan keberhasilan daerah ini yang berhasaih penghargaan tertinggi dibidang
kebersihan (Adipura) dari Pemerintah Pusat. Dertganikian dapat diasumsikan pembayaran
retribusi belum menjadi budaya masyarakat daerghbisa jadi pembayaran retribusi baru
dibayar ketika petugas jemput bola kepada masyargiini dijemput baru dibayar. Padahal
alangkah lebih baik jika pembayaran retribusi paten kebersihan dan persampahan di Kab.
Rohil umumnya dan di Kelurahan Bagan Timur khusasmenjadi budaya masyarakatnya.

Menurut Alaidin Koto, "sebagai sebuah kota yanghbeil meraih penghargaan tertinggi



dibidang kebersihan seharusnya memiliki ciri khassyarakat yang berbudaya dan integral
dengan lingkungan kotanya.

Bilamana budaya masyarakat di Kelurahan Bagenur selaras dengan keberhasilan
pemerintah tentu keadaan yang semestinya adaléibipasi masyarakatnya cukup tinggi untuk
mendukung program pemerintah dalam pembayararbustrikebersinan dan persampahan.
Pengertian partisipasi sendiri dalam kamus bahlmkmesia adalah ikut ambil bagian atau ikut
serta’ Sedangkan menurut Soegarda Poekwadjaya, “pariisigdalah perencanaan dan
pelaksanaan dan segala sesuatu yang terpusat ggaefatikgan dan juga ikut memikul tanggung
jawab sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajjah

Adanya fenomena di atas, menarik penulisulurthelakukan penelitian untuk melihat
seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mekgald@erda No. Bahun 2007 serta tinjauan
hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat, sedeaigan tema yang diusung yakni:
PARTISIPASS MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur,

Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah alikap, serta titik permasalahan yang
akan diteliti, diperlukan adanya pembatasan masadah penelitian lebih terarah dan mendekati
sasaran yang dikehendaki. Adapun batasan masalsebi¢ hanya sebatas partisipasi

masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tefRebhgousi Pelayanan Persampahan dan

® Alaidin Koto, Kebanggaan Eksternal di kota KitRjau Tribun Selasa 2 Juni 2008, h.. 6.
" Aditya A Pratamakamus Lengkap Bahasa Indonegi#gkarta : PT. Gunung Agung, 1976), h. 303.
8 Soegarda Poekwadjayansiklopedi Pendidikan(Jakarta : PT. Gunung Agung, 1976), Cet. Ke-2, 2.



Kebersihan, serta tinjauan hukum Islam terhadapisgsasi masyarakat terhadap Perda No. 3
Tahun 2007.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Perda No. 3 T200n tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan?
2. Bagaimanakah  partisipasi masyarakat terhadaprdaPe No. 3 Tahun
2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dzerd{lean?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ipadisnasyarakat terhadap Perda No.

3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persamptmalebersihan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujunesthitpen ini adalah:

a. Mengetahui secara obyektif dan menganalisissgzasi masyarakat terhadap Perda
No. 3Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampimlebersihan.

b. Mengetahui secara obyektif dan menganalisisggaasi masyarakat terhadap Perda
No. 3Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persamplmaliebersihan.

c. Mengetahui secara obyektif dan menganalisigdggagan Hukum Islam terhadap
partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Ta@0@ #ntang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan.

2. Kegunaan pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :



a. Dapat menambah pengetahuan penulis tentangsipasii masyarakat terhadap
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Retrieisiyanan Persampahan dan
Kebersihan ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kadu Kelurahan Bagan Timur,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir). Selaindélam prespektif akademis,
sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelaraBarHukum Islam di Fakultas
Syariah UIN SUSKA Pekanbaru.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembang wsembutuh informasi
mengenai partisipasi masyarakat terhadap PeratDeerah No. 3 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keaerditinjau menurut hukum
Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur, KecamaBangko, Kabupaten
Rokan Hilir), di samping berguna bagi peneliti laya dalam melakukan penelitian
serupa.

c. Prespektif praktis, jika dianggap layak dapgadikan bahan masukan bagi para
pengambil kebijaksanaan dalam melaksanakan Perda3Nbtahun 2007 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihaaldigaten Rokan Hilir.

E. Metode Pendlitian
1. Lokas penditian

Peneliti ini adalah peneliti lapangdfeld research),mengambil lokasi di Kelurahan

Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokarr.Hilasan penulis mengambil

lokasi ini adalah mengingat fenomena rendahnyaisgzasi masyarakat di lokasi ini

terhadap pelaksanaan Perda NdaBun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
dan Kebersihan. Selain itu, pertimbangan lainngagy dirasakan penting adalah

berkenaan penulis berasal dan bertempat tingdekasi tersebut tentu akan lebih mudah



berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan peatersetempat. Pada akhirnya

akan memudahkan dalam pengumpulan data, dengankidemdiharapkan bisa

mendapatkan data yang akurat dan obyektif.

. Subjek dan objek penelitian

a. Subjekpenelitian adalah masyarakat di Kelurahan Bagaruifiilkecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, anggota DPRD Kabupaten Rokdlr, Dinas Pasar
Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir

b. Objek penelitian adalah partisipasi masyarakat terhadaplaPNo. 3 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keherserta tinjauan hukum

Islam.

. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu-individany menjadi subjek penelitian,
karena jumlah populasi sebanyak 400 masyaraka, kdeena keterbatasan dana dan
waktu, maka sebagai sampel dalam penelitian iretappkan 50 orang (13 %) dari
masyarakat di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Banabupaten Rokan Hilir, 2
orang dari anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir s@tarang dari Dinas Pasar
Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan HilapAn metode yang digunakan
dalam pengambilan sampel adalah met@helom samplingyaitu pengambilan sampel
secara acak atau tanpa pandang bulu, yang manaasimividu dalam populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih mesgdpel.
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4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua katggyaitu data primer dan data

sekunder.

a. Data primeryaitu data yang diperoleh secara langsung dari lpspyang terpilih
menjadi sampel (masyarakat di Kelurahan Bagan Tingcamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, anggota DPRD Kabupaten RoKdim, dan Dinas Pasar
Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hiligkukan dengan wawancara
secara terstruktur dan mengajukan angket/kuisi@mntrtup terhadap responden.

b. Data sekunderdata ini bukan diperoleh secara langsung kepadabesunya,
melainkan peran aktif penulis untuk melakukan stWdpustakaan atau studi
dokumenter yang tersedia di Kantor Dinas Pasar tséi@n dan Pertamanan,
Kabupaten Rokan Hilir, dan DPRD Kabupaten Rokair Hlaupun buku-buku yang
relevan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Kuisioner
Metode pengumpulan data dengan cara membuat diafiiar- pertanyaan yang
memiliki korelasi dengan permasalahan yang ditejiing pada umumnya dalam
daftar pertanyaan dan telah disediakan jawabanbameya (kuisioner tertutup).

b. Wawancara
Teknik wawancara yang penulis pergunakan adalahaweava terstruktur yaitu
proses tanya jawab antara penulis dengan respornydeng, terikat dengan daftar
pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan meahasalahan yang sedang

diteliti.
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c. Studi dokumen
Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peaktif penulis untuk membaca
literatur-literatur kepustakaan yang memiliki k@l dengan permasalahan yang

diteliti.

6. Metode penulisan
Setelah data-data yang berhubungan dengan pendbget dikumpulkan maka penulis
membahas dengan cara sebagai berikut :
a. Metode deduktif
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan-data dan keterangan serta
pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian abdhn diambil kesimpulan
secara khusus.
b. Metode Induktif
Metode ini dilakukan dengan cara mengambil faktde atau data-data yang relevan
dengan penelitian, kemudian dianalisa dan diangsirkpulan secara umum.
7. Metode analisa data
Data yang penulis peroleh melalui teknik kuisiokemudian dikualifikasikan sesuai
dengan kelompoknya kemudian diolah dan disajikalandabentuk tabel. Data atau
informasi yang diperoleh melalui teknik wawancarigapkan dalam bentuk uraian
kalimat. Kemudian kedua data tersebut dianalissca  kualitatif dan

menghubungkannya dengan hukum kewarisan Islam tupana perundang-undangan,
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konsep, teori, pandangan para ahli serta data yiairyang keseluruhannya relevan

dengan penelitian dan disajikan secara deskritif.

F. Sistematika Penulis

BAB | : Pendahuluan, yang berisi Latar belakares®ah, Batasan masalah, Rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, metode ifaneldan sistematika
penulis.

BAB I . Berisikan gambaran umum lokasi penelitang memuat : Geografis dan
demografis lokasi peneliti, Pendidikan dan Agamasi&@ dan Kehidupan
Ekonomi, Susunan Struktur Dinas Pasar dan Pertamana

BAB Il . Menguraikan tentang Sejarah Perda NoT&hun 2007, Prinsip Perda No. 3
Tahun 2007, Pengertian Retribusi Pelayanan Persanpi#an kebersihan, dan
Kebersihan dalam Islam.

BAB IV :  Partisipasi masyarakat terhadap pelakaan@erda No. 3 Tahun 2007, bab ini
merupakan hasil peneliti di lapangan yang memuwatPartisipasi Masyarakat
kelurahan Bagan Timur terhadap Pelaksanaan Perda3Nahun 2007 b.
Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda NolaBun 2007 d.
pandangan Hukum Islam terhadap Partisipasi Masgatakhadap Perda No. 3
Tahun 2007.

BAB V . Kesimpulan dan saran : a. Kesimpulan,dras-saran
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BAB I1

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demogr afis Kelurahan Bagan Timur
1. Geografis

Bagan Timur merupakan salah satu kelurahan di idatan Bangko, Kabupaten Rokan
Hilir, Propinsi Riau. Secara Geografis Keluraharg&a Timur memiliki luas + 154,000 Ha,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bukit Kapur;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Béagan
Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bagan Jawa,
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Keluraham Bhadau.

Kelurahan Bagan Timur terdapat empat RW, tilgp tiap RW membawahi beberapa RT.
Setiap RW dipimpin oleh seorang ketua RW, dan paatlitian ini dilakukan nama-nama
ketua RW tersebut adalah:

RW I Ketua RW  : Afrizal;

RW Il Ketua RW : Usman;

RW IIl Ketua RW : Toyong; dan
RW IV Ketua RW : Efendi Usman.

Kelurahan Bagan Timur hanya berjarak Bybdari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir yaitu
Bagansiapi-api, dan dari Kelurahan Bagan Timur Iike Kota Propinsi Riau (Pekanbaru)
berjarak lebih kurang 145 km. Sedangkan jarak kélan Bagan Timur dengan ibukota
kecamatan hanya berjarak 0,5 km. Sebagian jaldfellirahan Bagan Timur sudah diaspal

sepanjang 5km yang membuat hubungan Kelurahan Bagan Timur aterglurahan lain
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khususnya ke pusat kecamatan dan lbu Kota Kabupa@mnadi sangat lancar, apalagi letak
pusat kecamatan dipinggir jalan raya lintas timur.

Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko dajgatakan salah satu kelurahan yang
telah maju di Kecamatan Bangko, ini dapat dibuktide@ngan fasilitas yang ada seperti adanya
perkantoran-perkantoran pemerintah Kabupaten Rékim pelayanan listrik negara, jaringan
telepon seluler, penginapan, hotel, restoran, kgpemini market dan pabrik industri kayu
bangunan, sehingga warga di Kelurahan Bagan Tiidak lagi ketinggalan dalam informasi
dari luar.

Kelurahan Bagan Timur juga merupakan dageaiy subur yang terletak di daerah daratan
tinggi dikelilingi oleh tanaman karet dan pemukinmamah penduduk dan bagunan pertokoan
yang terlihat tersusun rapi disepanjang jalan-jalang sudah diaspal. Karena pada awalnya
Kelurahan Bagan Timur merupakan kelurahan hasilpdagram transmigrasi.

2. Demogr afi

Penduduk Kelurahan Bagan Timur menurut dataun 2008 berjumlah 7.965 jiwa, terdiri
dari berbagai suku yaitu Suku Melayu, Suku Jaw&u3atak, Suku Cina dan Suku Minang.
Jumlah penduduk Kelurahan Bagan Timur ditinjau dagi perbandingan jenis kelamin dapat

dilihat pada Tabel II. 1 sebagai berikut :



TABEL I1.1

Banyaknya Jumlah Penduduk M enurut Jenis Kelamin

Per-RW di Kelurahan Bagan Timur Tahun 2008

No. Uraian Penduduk Jumlah
Perempuan Laki-laki
1. | RWI 718 730 1.448
2. | RWII 690 672 1.362
3. | RWIII 553 510 1.063
4. | RWIV 1.323 2.769 4.092
Jumlah 3.284 4.681 7.965

Sumber data :

Berdasarkan Tabel

Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.
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[I. 1 di atas, dapattdia@ jumlah penduduk di Kelurahan Bagan

Timur menurut perbandingan jenis kelamin laki-laabanyak 4.681 jiwa, sedangkan jenis

kelamin

perempuan

sebanyak

3.284

jiwa.

Kemudian jika dilihat jumlah penduduk Kelurahan BagTimur menurut suku jumlahnya

bervariasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pad&diall. 2 berikut:

TABEL I1.2

Banyaknya Penduduk M enurut Suku di Kelurahan Bagan Timur

No. Nama Suku Jumlah Persentase
1. Melayu 5.770Q 73,53 %
2. Jawa 842 9,50 %
3. Cina 692 8,68 %
4. Batak 68 0,85 %
5. Minang 593 7,44 %
Jumlah 7.695 100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.
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Tabel II. 2 di atas, dapat dilihat bahwaqueduk di Kelurahan Bagan Timur didominasi
oleh suku Melayu sebanyak 5.770 jiwa (73,53 %).a8glan suku yang paling minoritas yakni
suku Batak sebanyak 68 jiwa (0,57 %).

B. Pendidikan dan Keagamaan
1. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia adalah merupédeor yang menentukan dalam proses
berjalannya sebuah aturan hukum. Hal ini manugkamsemata-mata objek menjalankan aturan
hukum tetapi juga merupakan subjek dalam menjatamtaran hukum. Di sinilah arti penting
dari pendidikan sebagai upaya untuk menentukanitksakumber daya manusia, sebagai
persyaratan utama dalam menjalankan aturan hulamg ytelah dibuat oleh pemerintah.

Suatu bagsa akan berhasil dalam menjalaskatu produk hukum secasdf propelling
dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila tegghasil meningkatkan jumlah dan mutu
dalam pendidikan penduduknya.

Penduduk di Kelurahan Bagan Timur, Kecamd@angko merupakan masyarakat yang
peduli terhadap dunia pendidikan. Tidak sedikiti dpenduduknya sudah menamatkan
pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga St&sdtu (Sl).

Mengenai tingkat pendidikan penduduk di Kehan Bagan Timur, Kecamatan Bangko

dapat dilihat pada Tabel II. 3 berikut:
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TABEL 11.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

di Kelurahan Bagan Timur

No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki | Perempuan

1. | Buta huruf 0 0 0 0 %

2. | Belum sekolah 29y 155 452 5,70

3. | Tamat SD 962 692| 1.654| 21,40

4. | Tamat SLTP 1.230 910| 2.140| 26,70

5. | Tamat SLTA 1.25% 912 2.167| 27,10

6. | Tampat PT 937 615| 1.552| 19,10
Jumlah 4.681 3.284| 7.695 100

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan Tabel II. 3 di atas, dapat dikeit penduduk di Kelurahan Bagan Timur yang
belum sekolah sebanyak 951 orang atau (5,57 %ptt&mD sebanyak 1.654 orang atau (21,40
%), tamat SLTP sebanyak 2.140 orang atau (26,70t SLTA sebanyak 2.167 orang atau
(27,10 %), dan yang tamat PT sebanyak 1.552 atg(26).

2. Keagamaan

Agamayang dianut penduduk Kelurahan Bagan Timur cukupdsem, tetapi agama Islam

adalah agama yang mayoritas dianut penduduk dir&edn Bagan Timur, menyusul agama

Kristen dan agama lainnya. Untuk lebih jelasnyaatidgihat pada Tabel Il. 4 berikut:



TABEL II1.4

Agamayang dianut Penduduk di Kelurahan Bagan Timur

No. Agama Jumlah Persentase
1. Islam 6.497 84,56
2. Kristen 826 8,38
3. Budha 642 7,06
Jumlah 7.695 100
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Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketdlbwa Agama Islam merupakan agama yang
mayoritas dianut penduduk di Kelurahan Bagan Tirdangan jumlah 6.497 orang atau (84,56
%) %, agama Kristen sebanyak 826 orang atau (1%B7dan agama Budha sebanyak 642
orang atau (8,06 %).

Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, pekdgahg beragama Islam di Kelurahan Bagan
Timur

melaksanakannya di rumah ibadah seperti idhaspushalla, dan ada pula yang

melaksanakannya di rumah masing-masing.
Jumlah masjid yang ada di Kelurahan Bagan Timgubgah 4 unit dan mushalla 26 unit, dan
madrasah suluk 18 unit, sedangkan rumah ibadahaBatha (kelenteng) sebanyak 1 unit dan

gereja 1 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pdadel II. 5 di bawah ini:
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TABEL I1.5

Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Bagan Timur

No. Rumah Ibadah Jumlah Persentase

1. | Masjid 4 unit 8 %

2. | Mushalla 26 unit 52 %

3. | Madrasah suluk 18 unit 36 %

4. | Kelenteng 1 unit 2%

5. | Gereja 1 unit 2%
Jumlah 50 unit 100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan Tabel Il. 5 di atas, menunjukkahwa masjid di Kelurahan Bagan Timur
berjumlah 4 unit atau 8 %. Masjid  tersebut  selain ipedunakan
oleh masarakat tempatan untuk tempat beribadahatshaga dipergunakan untuk tempat
bermusyawarah. Mushalla dipergunakan oleh masyarsdlain tempat ibadah shalat juga
digunakan tempat mengaji Igroq dan Al-Qur’an. MadraSuluk dipergunakan oleh masyarakat
tempat shalat berjamaah, menjalankan ilmu tarekatsgbagai tempat mengajarkan ilmu agama

seperti Al-Quran, Hadits, tauhid, figih, tafsir ,ndiain-lain.

C. Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Penduduk di Kelurahan Bagan Timur merupakaasyarakat perkotaan yang dapat
dikatakan sudah mulai maju. Hal ini dapat dilihatidjaya hidup, peralatan yang dipergunakan
sehari-hari serta pola pemikiran mulai maju. Kepalu masyarakat di Kelurahan Bagan Timur

berjalan dengan tentram dan damai, meskipun terd@pagam suku namun tidak pernah terjadi
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pertikaian di antara mereka. Hal ini menunjukanwalimteraksi sosial diantara mereka sangat
baik.

Sedangkan dalam bidang perekonomian mdstadi Kelurahan Bagan Timur masih
tergolong maju, artinya dalam tingkat ekonomi mardkigkat menengah ke atas dalam
pencariannya. Adapun mayoristas masyarakat hidtphdail petani dan nelayan. Secara rinci
dapat dilihat pada Tabel II. 6 sebagai berikut :

TABEL I1.6

M ata Pencarian Utama Penduduk di Kelurahan Bagan Timur

No. Mata Pencarian Jumlah Persentase
1. | Petani dan Nelayan 4.300 orang 75,81 %
2. | Pedagang 43 orang 0,75 %

3. | Guru 57 orang 1,00 %
4. | Buruh/karyawan 1.124 orang 19,80 %
5. | Peternak 83 orang 1,46 %
6. | PNS 67 orang 1,18 %
Jumlah 5.674 orang 100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan tabel II. 6 di atas, dapattdikei bahwa penduduk yang bermata pencarian
sebagai petani/nelayan berjumlah 4.300 orang @&81 %), sebagai pedagang berjumlah 43
orang atau (0,75 %), sebagai guru berjumlah 5dgoraatau (1,00 %) sebagai buruh/karyawan
berjumlah 1.124 orang atau (19,80 %), sebagarmateerjumlah 83 orang atau (1,46 %) dan
sebagai PNS sebanyak 67 orang atau 1,18 %). Dedgaikian mayoritas penduduk di

kelurahan ini adalah bermata pencarian sebagaiip#da nelayan.
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D. Susunan Struktur Dinas Pasar, K ebersihan dan Pertamanan
Adapun struktur Dinas Pasar, Kebersihan BlarMamanan Kecamatan Bangko, Kabupaten

Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS
RUJITO SUSISWO

KEPALA TATA USAHA
SYAFRUDDIN, AMP

KABAG. UMUM

HERIATY

KASUBDIS KASUBDIS PASAR KEPALA SUB
KEBERSIHAN DAN PENERTIBAN
PERTAMANAN
ABDUL HAMID, SH M. SYUKUR, SH ASNAWATI
KASI KASI KASI
KEBERSIHAN PEMELIHARAAN PENGEMBANGAN
PASAR

SYAFRUDDIN, AMP

ZARULI

BAHARUDDIN, BA

PEMBANTU DAN STAF DINAS
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Keterangan:
1. Kepala Dinas . Rujito Susiswo
2. Kepala Bagian Tata Usaha . Syafruddin, Amp
3. Kepala Bagian Umum . Heriaty
4. Kasubdis Kebersihan dan Pertamanan: Abdul Hastid,
5. Kepala Sub Dinas Pasar : M. Syukur R, SH
6. Kepala Pengembangan Pasar : Baharuddin, BA
7. Kepala Seksi Kebersihan : lwan Kurnia, SE
8. Kepala Sub Pemeliharaan . Zaruli
9. Kepala Ketertiban . Asnawati

Sedangkan Pembantu atau staf bagian di (#aaar, Kebersihan dan Pertamanan sebagai

berikut:

No. Nama Tempat

1. | Errie, SH Plt. Kasubdin Retribusi

2. | Neneng Farida, S. Sos Plt. Kasubag .Kepegawaian
3. | M. Yani, SH Plt Penyuluhan

4. | Suhartono Staf Sub. Dinas Pasar

5. | Juli Destino Staf Sub. Bagian Umum

6. | Jasman Staf Sub. Bagian Keuangan
7. | Yahya Khan Staf Sub. Bagian Keuangan
8. | Murliza Sista Staf Sub. Bagian Keuangan
9. | Sulaiman Staf Sub. Retribusi
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Struktur dan jumlah kepegawaian di Kantond3i Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten
Rokan Hilir, masih kekurangan pegawai, yang mardirdhs tersebut masih adanya Pelaksana
Tugas (PIt), sehingga pelaksanaan tugas tersetak terjalan secara efektif. Dinas Pasar
Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan perannymaseuntuk melaksanakan sebagian
tugas dari kepala daerah di bidang pasar kebersiia pertamanan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, KabupatamRdlir juga berfungsi melaksanakan
kebersihan dan mengumpulkan sampah, mengumpulkéoust, mengatur/menertibkan parkir,
dan pengembangan pasar.

Kantor Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamagaupaten Rokan Hilir merupakan sarana
tempat dan sentral pelaksana tugas umum pemeridisldang pasar kebersihan dan
pertamanan. Khusunya untuk tingkat Kabupaten Rdkéin sebagai Kabupaten baru, sebagai
akibat pemekaran Kabupaten Bengkalis, mengembgas tyang sangat berat, di samping tugas
yang sangat banyak, disertai pula dengan kekunategega kerja.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas tdrde€antor Dinas Pasar Kebersihan dan
Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir dibantu Kepalta Tésaha, Kepala Bagian Umum, dan
mempunyai enam sub atau seksi yang membantwunjagpelaksanaan tugas di Dinas Pasar
Kebersihan dan Pertamanan, serta ditambah 9 aratuk memudahkan pelaksanaan kebersihan

didaerah-daerah.

! Laporan Tahunan Kantor Dinas Pasar, KebersiharPdaiamanan Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2008.



24

BAB Il
PERDA No. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DAN KEBERSIHAN

A. Pengertian Retribus Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Retribusi merupakan kontraprestasi yang dibayarkatuvidu atau kelompok karena
menggunakan fasilitas publik. Salah satu contolelologtribusi adalah Pedagang Kaki Lima
(PKL) yang menggunakan trotoar atau jalan tertestbagai lokasi berdagang serta
menggunakan kios atau toko-toko pasar milik pentegninatau contoh lainnya. Merujuk pada
defenisi yang ada, retribusi adalah imbalan uaras ghsa pemerintah yang merupakan
kepentingan perorangan pribadi atau badan-badamnuk

Retribusi di kelompokan ke dalam tiga kelompokiw&etribusi Jasa Umum dimana orang
yang dikenai retribusi punya keuntungan langsurajtiliusi Jasa Usaha dimana jasa ini bersifat
komersial dan dapat diadakan oleh sektor swasta,retsibusi Jasa Perizinan Tertentu yang
merupakan kepentingan umum dimana pemerintah mdatjesn jumlah dan kualitas dari
kegiatan tertentu atau barang dengan penerbitainzer.

Didalam PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusir@a@lengan tegas-tegas disebutkan
Retribusi Daerah adalah punggutan daerah sebag#igyaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibeidkaim Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Di PP ini juga dijelaskan pengelompokan Retribymng meliputi Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinamtert©bjek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana
diatur Pasal 2 PP itu yaitu pelayanan yang disediatau diberikan Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapkmati oleh orang pribadi atau badan.
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Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah BRetri Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Péngdiaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akte Catatan Sipil, dan sebagainya. Dari sapad disimpulkan bahwa retribusi sampah
yang diperlakukan Pemda Rohil termasuk Retribusa Iamum.

Retribusi  pelayanan persampahan/kebersihnan dipungtas setiap pelayanan
persampahan/kebersihan yang diberikan oleh PerakriDberah. Prinsip dan sasaran dalam
penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi allsuadkan untuk menutup biaya
penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengamppengangkutan dan pengelolaan
sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk seaga T®¥A. Struktur tarif digolongkan
berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis/volsampah yang dihasilkan dan kemampuan
masyarakat. Retribusi yang terutang dipungut diwiledaerah tempat pelayanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah. Masa retribusi adalah mmgiktu 1 (satu) bulan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. malsal Wajib Retribusi tidak dapat
membayar tepat pada waktunya atau kurang membay@nakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Kepalealampat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi dengan mentigarnekemampuan Wajib Retribusi.
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsehingga menyebabkan kerugian
Keuangan Daerah diancam pidana sesuai denganuatgriiana yang berlaku.

B. Sgarah Perda No. 3 Tahun 2007

Seperti telah diketahui bahwa sebelum gteta menjadi Perda, Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) No. 3 Tahun 2007 tentang Retritelayanan Persampahan dan Kebersihan
tersebut telah diterima dengan baik dalam sidaagp#na Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rokan Hilir (DPRD Kab. Rohil) pada tarigg@ Juni 2007. Walaupun demikian
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Perda tersebut belum dapat dijalankan dengan egsftielum dikeluarkannya Peraturan Bupati
yang mengatur pelaksanaannya secara teknisat Ibapagai mobil, walaupun sudah lengkap
peralatannya, namun belum dapat dijalankan di jataom sebelum dilengkapi dengan surat-
surat dan syarat-syarat.

Mengingat sampah di Kabupaten Rokan Hilingsé banyak, begitu juga pengangkatan
sampah ke TPA terakhir tidak teratur, membuat nraggad telah lama menantikan Perda tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihah loebeku efektif.

Seperti diketahui sebelum Perda No. 3 TaB007 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan ditetapkan, Pemerirgtata® Kabupaten Rokan Hilir mengacu /
berpedoman kepada Perda Kabupaten Bengkalis yargpakan Induk dari Kabupaten Rokan
Hilir. Mengingat Perda Kabupaten Bengkalis tidakuse lagi dengan Kabupaten Rokan Hilir
yang begitu luas dan dipenuhi penduduk serta nierpdsar-pasar tradisional yang memadati
kota. Maka dengan berpisahnya Kabupaten Rokan #ilirgan Kabupaten Bengkalis selama
lebih kurang 7 tahun, maka sewajarnya KabupatekaiRdlilir memiliki Perda sendiri yang
mengatur tentang retribusi pelayanan persampaiiangingat penduduk Kabupaten Rokan
Hilir cukup banyak tentu banyak menghasilkan sangetiap harinya, maka dengan memiliki
Perda sendiri maka secara hukum mempunyai landgsay kuat untuk menangani masalah
sampal.

Semenjak Perda ini diundangkan dan dijalapnR@merintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
telah berhasil memperoleh penghargaan Adipura gekadua kali berturut-turut yaitu pada
tanggal 4 Januari 2006 dan 17 Januari 2007, daa pagla tanggal 9 Juni 2008 Kabupaten
Rokan Hilir mendapatkan Penghargaan dan Presidemd®ilui Menteri Lingkungan Hidup

sebagai kota terbersih.

! Sulaiman, Staf Bagian Retribiswancara, Bagan Timur, 6 Mei 2008.
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Menurut sejarahnya sebelum Perda No. 3 T&Q0v ditetapkan, terlebih dahulu telah

mengalami proses selama lebih kurang 16 bularhdgaan direvisi oleh kalangan eksekutif

maupun legislatif. Tepatnya pada tanggal 21 Juri72Berda No. 3 Tahun 2007 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihaadieditetapkan. Perda No. 3 Tahun 2007,

terdiri dari 31 pasal dan terdiri dari 23 bab sebagrikut:

VI.

VILI.

VIILI.

XI.

XIl.

Xl

XIV.

XV.

XVI.

Ketentuan Umum;

Nama Objek dan Subyek Retribusi;

Golongan Retribusi;

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnyi&;Ta

Struktur Besarnya Tarif;

Wilayah Pemungutan;

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;

Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Retribusi;

Tata Cara Pembayaran;

Tata Cara Penagihan;

Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Penshelietribusi;

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapanghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi dan Pembatalan;

Tata Cara Penyelesaian Keberatan;

Tata cara Perhitungan Pengembalian Kelebihanb@garan Retribusi;

Kadarluarsa;

XVII. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ydftadarluarsa
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XVIII. Pengelolaan;
XIX. Instansi Pemungutan;
XX. Pembinaan dan Pengawasan;
XXI. Ketentuan Pidana;
XXII. Penyidikan;
XXIII. Penyidikan/Penutup.
Berikut akan dikemukakan bagian-bagian yang tenpgrdari isi Perda No 3 tahun 2007
antara lain :
l. Golongan retribusi
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihamglaymkan sebagai retribusi
jasa umum.
. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besanfyeetidbusi berdasarkan untuk
keperluan biaya penyelenggaraan pelayanan persampddn kebersihan dengan
mempertimbangkagn kemagmpuan masyarakat dengap teéspegang pada aspek
keadilan.
M. Struktur Besar Tarif
Tempat usaha:
a. Untuk tempat usaha type Ul sebesar Rp 10.00€g@@luh ribu rupiah) perbulan;
b. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.0Q@® belas ribu rupiah) perbulan;
c. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.0Q@® puluh ribu rupiah) perbulan;
d. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.00@88m puluh ribu rupiah)

perbulan;
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e. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.0qQ@uh puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
2. Tempat umum:
a. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.0Q0r0Aa belas ribu rupiah) perbulan;
b. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.00@,08 puluh ribu rupiah) perbulan;
c. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.00@08 puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
3. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikésigse berikut:
a. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesdr.0Rf,00 (seribu rupiah) perhari;
b. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesard®p,00 (seribu rupiah) perhari;
c. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorongmpat yang diizinkan Rp 1.000,00
(seribu rupiah) perhari.
IV.  Tata cara Pemunggutan dan Penetapan retribusi
1. Pemunggutan retribusi tidak boleh diborongkan
2. Retribusi dipunggut dengan menggunakan SKRD atakurden lain yang
dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimagadd ayat 2 diatas,
disediakan oleh Dinas Pendapatan daerah.
4. Hasil penggutan retribusi sebagaimana dimaksudbaksarnya tarif peraturan
daerah ini disetor ke Kas Daerah.
V. Tata Cara Pembayaran

Pasal 13 :
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1. Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atampat lain yang ditunjuk
sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menkgoi&KRD dan karcis.

2. Dalam hal pembayaran dolakukan ditempat lain yartgnjdk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerbhhgpambat 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14 :

1. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai

2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberiizam kepada wajib
retribusi untuk mengangsur atau menunda retribeisitang dalam jangka
waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertaggmuabkan.

3. Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimalesial ayat (2) pasal ini
ditetapkan oleh Bupati

Pasal 15 :

1. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
2. Pembayaran atas retribusi yang ditetapkan dibetiaga bukti pembayaran.
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti peyaran dan buku
penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud aya(Z))dan (3) pasal ini
ditetapkan oleh Bupati.
VI.  Tata Cara Penagihan

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringgatan/Surat |&ig yajenis sebagai awal dari

tindakan pelaksanaan penagihan, dilakukan seteléiojah) hari sejak jatuh

tempo pembayaran.



31

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggjaiat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis dikeluarkan. Wajib retribusi tsanmelunasi retribusi yang
terutang.

3. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat $3) & dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

VIl.  Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebas@duBe

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringananpeiabebasan retribusi.

2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan danbgbasan retribusi
sebagaimana dmaksud ayat (1) pada pasal ini ditatagdeh Bupati.

Proses perkembangan pembahasan RanperdageReetribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan menjadi Perda yang diundangkan padgaar21l Juni 2007, proses pembahasan
mengalami saat-saat yang rumit sebagai titik purdai ungkapan dan pandangan akhir
dikalangan fraksi-fraksi anggota DPRD Kabupaten dRolHilir ketika mengadakan rapat
paripurna untuk mengesahkan Perda tersebut.

Melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2007 tenRefgibusi Pelayanan Persampahan dan
kebersihan, secara efektif dalam subtansinya hagrtisi aturan menyangkut masalah tata cara
pemungutan dan penetapan retribusi, tata cara pem#a tata cara penagihan, tata cara
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribafsi, dara perhitungan pengembalian
pembayaran retribusi.

Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi PelayBeasampahan dan Kebersihan memuat
ketentuan-ketentuan tentang masalah pembayaraibstt yang banyak berhubungan dengan

masyarakat, diharapkan akan dapat memperlancan gedkaksanaan Perda tersebut.
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Berikut akan dikemukakan struktur besarnya tarlbuaaisi Perda No 3 tahun 2007 antara
lain :
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai herik
a. Rumah tinggal :
1. Untuk rumah tinggal Type R1 sebesar Rp. 5.000i@a(tibu rupiah) perbulan
2. Untuk rumah tinggal Type R2 sebesar Rp. 7.500.0fuKtribu lima ratusa rupiah)
perbulan
b. Tempat usaha:
1. Untuk tempat usaha type Ul sebesar Rp 10.0@8e@iluh ribu rupiah) perbulan;
2. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.00® belas ribu rupiah) perbulan;
3. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.0@0kn@® puluh ribu rupiah) perbulan;
4. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.00@6Am puluh ribu rupiah)
perbulan;
5. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.00@9¢h puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
c. Tempat umum:
1. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.00@if0@ belas ribu rupiah) perbulan;
2. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.00@@8 puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.00@08 puluh lima ribu rupiah)
perbulan.
d. Untuk kendaraan angkutan penumpang yang masuongd bus dan terminal non bus
sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) perhari.

e. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikbsigse berikut:
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1. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesdr.0Rp,00 (seribu rupiah) perhari;

2. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesard®f,00 (seribu rupiah) perhari;

3. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorondedipat yang diizinkan Rp

1.000,00 (seribu rupiah) perhari.
f. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorongnipat yang diizinkan Rp. 1.000 (seribu
rupiah) perhari.

Untuk melaksanakan Perda ini diperlukan langkalgkah persiapan dan serangkaian
petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai badenimkstansi pemerintahan khususnya dari
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, sehinggatselapat terlaksana dengan laAcar.

C. Prinsip Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerda tetah ditetapkan pula Undang-Undang
(UU) No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah datmiliusi Daerah yang diubah oleh UU
No. 34 Tahun 2002, serta Peraturan Pemerintah P66 Tahun 2001. Terdapat beberapa
prinsip demi menjamin dalam melaksanakan nilairmé&ibusi dalam praktek. Berdasarkan UU
tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah dihara@gar pelaksanaan retribusi di daerah
efektif dan lebih sempurna. Oleh karena itu bukantyak adanya berbagai pembaharuan atau
perubahan dalam pelaksanaan hukum. Dengan ditetaypkdJU No. 34 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1997 tentang Paakab dan Retribusi Daerah sebagai suatu
upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luasgtangan bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintah dan pembangunan hdaemag berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari retrililemrah perlu ditingkatkan sehingga
kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelesmggapemerintahan daerah dapat

terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembamgudan pemberian pelayanan kepada

2 Jafrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hiliwawancara, 7 Mei 2008.
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masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekanodaerah, diperlukan penyediaan
sumber-sumber PAD yang hasilnya memandai, supagyengkatan pembiayaan dari sumber-
sumber tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengamngkatkan kinerja pemunggutan,
penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, pertderian keluasan bagi daerah untuk
menggali sumber-sumber penerimaan khususnya daoirsetribusi daeraf.

Adapun prinsip-prinsip Perda No. 3 Tahun 2@@cara umum yaitu : dalam penetapan
besarnya tarif retribusi berdasarkan untuk keparlusiaya penyelenggara pelayanan
persampahan dan kebersihan dengan mempertimbakgkeampuan masyarakat dengan tetap
berpegang pada aspek keadifan.

Sesuai dengan landasan falsafah dan UUD, I'8dka Perda ini disatu pihak harus dapat
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalBancasila dan UUD 1945, dan dilain pihak
harus dapat pula menampung segala kenyataan yidng dalam masyarakat dewasa ini. Perda
No. 3 Tahun 2007 telah menampung di dalamnya uwnssms dan ketentuan-ketentuan besarnya
tarif.

Perda ini ditentukan prinsip-prinsip atauasaasas mengenai retribusi pelayanan
persampahan dan kebersihan dan segala sesuatu pengubungan dengan besarnya tarif
retribusi yang telah disesuaikan dengan perkenarardan tuntutan zaman.

D. Kebersihan Lingkungan Dalam Islam

Membangun konsep kebersihan, Islam menetaplsbagai macam peristilahan tentang

kebersihan. Umpamanyatazkiyah, thaharah, nazhafah, danfitrah, seperti dalam hadist yang

memerintahkan khitan, sementara dalam membanguiakpebersih ada istilah ikhlashib al-

3Edisi khususPP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ( Jakarta : CV. Tamita Utama, 2002), h. 173.
* Perda No. 3 tahun 2007, bab V, pasal 7, hal. 6
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nafs, ketulusan kalbu, bersih dari dosa, tobat, daml&n sehingga makna bersih amat holistik
karena menyangkut berhagai persoalan kehidupangdbaia dan akhirat.

Konsep yang diajarkan dalam Islam dalam midvae lingkungan adalah dengan
memperhatikan masalah kebersihan. Dan pada hakekaamdangan Islam terhadap kebersihan
merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkabndagama-agama lain, karena kebersihan
adalah ibadah bahkan merupakan sebagian dari iBiamanya, yang pertama kali dibahas
dalam Islam adalah bab bers\fthaharah). Itu karena kebersihnan memang merupakan kunci
ibadah sehari-hari. Misalnya untuk melaksanakanlashaebagaimana shalat itu sendiri
merupakan tiang agama, dan tidak akan sah shalearge muslim kecuali setelah suci dari
hadas lahir maupun bathin. Hadas pada lahir masdamuntuk dibersihkan, seperti hadas kecil
yang bisa dihilangkan dengan wudhu, begitu jugagde hadas besar pada lahir bisa
dihilangkan dengan mandi. Tetapi hadas yang ada Ipaithin jauh lebih sulit untuk dibersihkan
atau dihilangkan, seperti seperti sifat binatangtakakan, sombong, riya dan lain-lain
sebagainya. Oleh karena itu syarat sahnya shatgrakiebersihan lahir dan bathin yang menjadi

pakaiannya manusia, dalam hal ini Allah berfirnfan:

Hal ini juga telah diterangkan dalam Al-Quran deadits tentang perlunya kebersihan

Artinya : “Dan pakaianmu bersihkanlah”.

baik lahir maupun bathirf :

, - 4.0";0':”’ }'q. -;’/lzf‘ﬁffﬂ&}‘(‘ & 0.
RIS PPLASIINE~ NISTE
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® Yusuf Al-Qaradhawilslam Agama...Op.Cit., h. 105.
® Q.S. Al-Muddatstsir : 4.
" Q.S. At-Taubah : 108.
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Artinya : “Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membé&ssihdiri. Dan Allah menyukai
orang-orang yang bersih”.

Maka apabila kita renungkan secara mendalam, tidagukan lagi bahwa pemeliharaan
kebersihan lingkungan, pelestarian dan pengembaggartercakup dalam katagori empat
maslahat pokok diatas :

1. Menjaga K ebersihan lingkungan Sama Dengan M enjaga Agama®

Segala usaha pemeliharaan kebersihan lingkungaa bainya dengan usaha menjaga
Agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk dalatada@i yang sangat mendasar. Karena
memang, perbuatan dosa yang dapat mencemari Kedoelgigkungan akan menodai substansi
dari keberagaman yang benar. Dan secara tidakuaggseniadakan tujuan eksistensi manusia
di permukaan bumi ini. Sekaligus juga menyimparagi gerintah Allah dalam konteks
hubungan baiknya dengan sesama.

Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa iandkat menjadi khalifah karena
kekuasaan Allah diatas bumi milik-Nya. Tidak sepayalah mereka bertindak seakan-akan
mereka adalah raja diraja yang tidak akan dimip&atanggungjawaban tentang apa-apa yang
telah dikerjakan.

Selain itu, penyelewengan terhadap kebersihan Uinggn secara implisit juga telah
menodai perintah Allah SWT, untuk membagun bumimmerbaikinya, serta melarang segala

bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membimasakal entang hal ini Allah berfirman :

KVYIAOF Do I O BHXOECOQ[ONHAD = o+ @0
€H0ORRL 0 €0 a4 WY OREIONO HOr=->6<
Gé& /160 RO o ODAOC OO o HolddAFH
*xVNO CROIECOM@a I PRONE SHOHOL * Lo I

N,

8 Dr. Yusuf Al-QaradhawiQp. Cit. h. 64-65
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Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan ultian bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya denganatkst(tidak akan diterima) dan harapan
(akan dkabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amkatdeepada orang-orang yang berbuat

baik.” (Al-A'raf :56)°

2. Menjaga Kebersihan Lingkungan Sama Dengan M enjaga K eturunan™®

Menjaga kebersihan lingkungan juga termasuk dal@marigka menjaga keturunan.
Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunantum@ausia di atas bumi ini. Maka menjaga
keturuanan mempunyai arti, menjaga keberlangsuggaerasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil susniodver kekayaan yang menjadi
hak orang lain akan mengancam generasi masa dkpagna perbuatan semacam ini adalah
penyebab kerusakan. Meskipun dari satu sisi mebgtddan kemajuan pada masa sekarang, tapi
pada sisi lain, bahayanya akan dirasakan oleh gsirgenerasi yang akan datang. Bila itu
terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warigarusakan dan ketidakseimbangan pada alam.

Upaya menjaga kesinambungan generasi ini telahdatean dasar-dasar islam, yang
tercemin dalam bentuk solidaritas generasi musfitara yang satu dengan yang lain. Ini semua
sebagai aplikasi nyata dari upaya menjaga segalalbeksploitasi sumber-sumber rezeki yang
menjadi hak generasi yang akan datang. Aksi eksgiotersebut jelas merupakan bentuk

kezaliman yang dilarang Allah SW. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda :

@ - -~ ®
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° Q.. Al-Araf: __
19" Dr. Yusuf Al-QaradhawiQp. Cit. h. 69
. Ipid. h. 70
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Artinya : “Sesungguhnya jika kamu meninggalkan aaa#kmu dalam keadaan kaya, itu lebih

baik daripada meninggalkan mereka dalam keadadamuan meminta-minta pada orang lain”

3. Menjaga Kebersihan Lingkungan Sama Dengan M enjaga Jiwa*?

Menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikannga pama dengan maslahat pokok
yang ke tiga, yaitu menjaga jiwa. Maksud dari mellingan terhadap jiwa adalah perlindungan
terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamagegk

Soal ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lumghan, pencemaran dan pengurusan
sumber dayanya, serta pelecehan terhadap prinsgigpr keseimbangannya, akan
membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hatlikembangkan, maka semakin
nampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh marausia

Antusiasme islam sangat besar sekali dalam menjadpgerlangsungan kehidupan
manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan terfia@asebagai sebuah dosa besar yang
berada dalam urutan kedua sesudah syirik kepadd AWT, begitu pentingnya harga sebuah

jiwa, sehingga Al-Qur’an sendiri menegaskan,
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12 Dr. Yusuf Al-QaradhawiQp. Cit. h. 64-66
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Artinya : “Barang siapa yang membunuh seorang manusn membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manedimubnya. Dan barangsiapa yang
memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akateldia memelihara kehidupan manusia

seluruhnya’ (Al-Maidah :32§

4. Menjaga K ebersihan Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta™*

Menjaga kebersihan lingkungan sama pula denganudedin pokok yang keempat, yaitu
menjaga harta. Sebagaimana diketahui secara lahsjabAllah SWT telah menjadikan harta
sebagai bekal untuk kehidupan manusia diatas bomiSeperti yang telah disinyalis Allah

dalam firman-Nya :

@77 6 AV XIHO Owa 3 BXUD =0+ X2 du
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Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada cmagg yang belum sempurna akalnya,
harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yangdjkdija Allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasilahéuf) dan ucapkanlah kepada mereka kata-
kata yang baik” (An-Nisa ;5)

Harta itu bukan hanya uang, emas dan permata segkinkan seluruh benda yang

menjadi milik manusia, dan segala macam bentukausatuk memperolehnya juga termasuk

13.Q.S. Al-Maidah : 32
14 Dr. Yusuf Al-QaradhawiQp. Cit. h. 66-67
15 Q.S. An-Nisa: 5
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harta. Maka bumi adalah harta, pohon adalah haraman itu harta, binatang ternak itu harta,
air itu harta, gembalaan itu harta, tempat-tempggtl juga harta, pakaian itu harta, perangkat-

perangkat rumah juga harta, tambang juga hartamilayak juga harta.

Jadi, keharusan menjaga kebersihan lingkungaraladaba kewajiban menjaga harta
dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksadari komitmen diatas adalah dengan
menjaga sumber dayanya dan jangan sekali-kali berdesuatu yang bodoh, mengeksploitasi
tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas. Atauptebiek dalam kesalahan mengenai pola
penumbuhan dan pemeliharaannya, sehingga akan babkgn kerusakan, ataupun
menggunakannya dengan sewenang-wenang yang bergldba hilangnya sumber-sumber
kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan.

Agama dan ajaran Islam menaruh perhatian &éngdi pada kebersihan, baik lahiriah fisik
maupun batiniyah. Kebersihan lahiriyah itu tidalpatadipisahkan dengan kebersihan batiniyah.
Oleh karena itu, ketika seorang muslim melaksanakadah tertentu harus membersihkan
terlebih dahulu aspek batiniah diikuti dengan adpbkiyahnya. Ajaran Islam yang memiliki
aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak adankd#&ngan seluruh kebersihan ini. Hal ini
terdapat dalam tata cara ibadah secara keselurdbemg yang mau shalat misalnya,
diwajibkan membersihkan fisik dan psikhisnya olelneka itu manusia harus suci dahsya
danmunkurat. *°

Persoalanya ialah bagaimana kebersihan ddasam dan apa konsep Islam mengkonsepsi
kebersihan. Persoalan ini diajukan karena ketikamismemiliki ajaran kebersihan yang amat

lengkap, ternyata dalam aspek perilaku masyarakaslimn belum sebagaimana yang

16 Nogarsyah MoedeBagaimana Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam, (Bandung :
Marjan Bandung, 1993), h. 39.
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dikehendaki ajaran Islam itu sendiri. Diharapkamgds tulisan ini dapat memberikan
pencerahan terhadap masyarakat yang selama k@ster kurang memperhatikan aspek

kebersihan dan belum sadar kebersihan yang mergadin ajarannya.
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BAB IV

PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DITINJAU MENURUT HUKUM |ISLAM

A. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bagan Timur Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007

Partisipasi bukan hanya bagian penting jiagé vital dalam menjalankan sebuah aturan
hukum. Partisipasi adalah keikutsertaan atau perda setiap individu maupun kelompok dalam
badan usaha untuk menanggulangi suatu masalah yergadi tanggung jawab dan kewajiban
sesuai kemampuannya karena menyangkut kepentimgaig obanyak. Partisipasi dibutuhkan
untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah lgaibgenyimpangan yang mungkin
dilakukan pemerintah.

Pasal 4 ayat a UU No. 25 Tahun 1992, mekgatabahwa pembangunan dan
pengembangan potensi serta kemampuan ekonomi rakayaadalah untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial. Di sini masyéarakarupakan subjek, peran yang
fundamental dan pemegang kendali pengawasan teripadaerintah.

Tetapi dalam pengawasan tersebut selaintdaplakukan pengawasan secara langsung,
masyarakat juga dapat mendelegasikan wewenangnyad&ebadan pengawas. Selain itu,
dijelaskan juga bahwa partisipasi masyarakat htaweujud dalam tindakan nyata sehari-hari,
misalnya mengumpulkan barang-barang bekas untukadg tempat pembuangan akhir dan
bertransaksi membayar retribusi kepada Dinas Pdsabersinan dan Pertamanan dalam
pembayaran retribusi kebersihan. Partisipasi makgérjuga harus direalisasikan melalui
berbagai cara antara lain:

1. Menerima dan melaksanakan Perda yang sudahdn&autusan Pemerintah;

2. Mengawasi pengurus/pemerintah dan pengelolasdosamis;



3. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar idakpenyelewengan;

4. Membantu pekerjaan sesuai dengan kemampuangrasising;

5. Membayar retribusi yang sudah menjadi kewajilyann
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6. Memberikan masukan-masukan atau pendapat datik Kerhadap pelaksanaan

pengurus/pemerintah;

7. Melakukan transaksi dan aktif dalam kegiataos@s partisipasi sebagai hubungan

timbal balik antara individu dengan individu, amtandividu dengan kelompok dan

antara kelompok dengan kelompok, berdasarkan patnskekuatan masing-masing.

Adapun untuk mengetahui partisipasi masydrdkKelurahan Bagan Timur terhadap Perda

No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi PelayananaBeyahan dan Kebersihan, penulis telah

menyebarkan angket kepada 50 responden. Untuk ahgddrtisipasi masyarakat di Kelurahan

Bagan Timur ikut membantu membersihkan sampah sdsmampuannya masing-masing,

membuang sampah pada waktu dan tempat yang sustliakan dalam rangka mendukung

pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007, dapat dildds pabel V. 1 berikut:

TABEL IV.1

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyar akat di Kelurahan Bagan Timur | kut

Membantu M embersihkan Sampah Sesuai Kemampuannya M asing-M asing, Membuang

Sampah pada Waktu dan Tempat yang Sudah disediakan dalam rangka Mendukung

Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007

A

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
1. | Baik 12 24 %
2. | Kurang 15 30 %
3. | Tidak baik 23 46 %
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Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 1 di atas, menunjukk@ayoritas tanggapan responden terhadap
partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timut itkembantu membersihkan sampah sesuai
kemampuannya masing-masing, membuang sampah pakf wan tempat yang sudah
disediakardalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. hT200¥ adalah "tidak baik”,
sebagaimana dijawab oleh responden sebanyak 46 &b.inH menunjukkan partisipasi
masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dapat dikatakasih rendah, melihat dari jawaban
responden yang menjawab "tidak baik” sebanyak 4@&t#u paling tinggi dari seluruh jawaban
responden lainnya.. Sedangkan sebagian kecil ysajg menjawab "kurang baik” dan baik
yakni sebanyak 15 % dan 30 %.

Hal ini didukung oleh keterangan respondangy penulis wawancarai yang berpendapat
bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Bagan Tkmumembantu membersihkan sampah
sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sgrmagahwaktu dan tempat yang sudah
disediakardalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3P40 masih rendah.

Jawaban serupa juga diberikan oleh respof@ianya yang penulis wawancarai, yang
mengatakan bahwa "masyarakat di daerah ini kuraaik jbartisipasinya terhadap Perda No.
Tahun 2007, antara lain seperti membayar retribysiong-royong, membuang sampah pada
waktu dan tempat yang sudah disediakan dan laimgséfiya. Namun Pemerintah Daerah Kab.
Rokan Hilir masih terus berupaya mensosialisasikana tersebut kepada masyarakat, agar ini

dapat lebih maksimal dapat dijalanian.

! Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilifawancara,Bagan Timur, 6 Mei 2008.
2 Suhartono, Staf Dinas Pasar, Kebersihan dan PamtamKab. Rokan Hiliwawancara,Bagan Timur, 8 Mei
2008.
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Sebagaimana diketahui di Kelurahan Bagarumilmahwa persyaratan untuk berdagang di
toko/kios atau berjualan di pasar ialah membayaguaewa toko/kios dan membayar retribusi
kebersihan wajib tiap bulannya kepada Pemerintardbakab. Rokan Hilir.

Pembayaran retribusi kebersihan yang didakwleh masyarakat atau pedagang kepada
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinass#?a Kebersihan dan Pertamanan
merupakan salah satu faktor yang dapat menunjaogrgm kebersihan di Kab. Rokan Hilir.
Jika pembayaran retribusi oleh masyarakat sedigti &urang maka setidaknya program
pemerintah dibidang kebersihan akan terharhb&elanjutnya, untuk mengetahui tentang
partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timuamabembayaran retribusi kebersihan dapat
dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

TABEL IV. 2
Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bagan Timur

dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Baik 7 14 %

2. | Kurang baik 18 36 %

3. | Tidak baik 25 50 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan
Berdasarkan Tabel IV. 2 di atas, mayoritasggapan responden terhadap partisipasi
masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam pembayataibusi kebersihan menjawab "tidak

baik”. Hal ini sesuai dengan jawaban respondenmsella50 %. Responden yang menjawab

% Jasman, Staf Keuangan Dinas Pasar, KebersiharPedamanan Kab. Rokan HilWawancara, Bagan
Timur, 8 Mei 2008.
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"kurang baik” sebanyak 36 %, menurut responden yawegjawab "kurang baik” ini bahwa
partisipasi masyarakat dalam membayar retribuseisgian hanya ketika diminta oleh petugas
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Sedanghkgn menyatakan "baik” hanya sebanyak
14 %, menurut responden ini partisipasi masyardiitl#m membayar retribusi kebersihan sudah
merupakan tanggung jawab masyarakat untuk sama+s@madukung program kebersihan.

Jawaban responden mayoritas responderagli jaiga sesuai dengan keterangan responden
yang penulis wawancarai, ia mengatakan partisipessyarakat di daerah ini khususnya di
Kelurahan Bagan Timur masih kurang, mereka tiddiu tkewajibannyd. Dengan demikian
dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalambagaran retribusi kebersihan masih rendah,
karena mayoritas responden penelitian ini telahjaneab "tidak baik”. Hal tersebut pula dapat
dilihat dari pedagang atau masyarakat di KeluraBagan Timur banyak yang enggan/berat
untuk membayar retribusi kebersihan kepada DinaarPKebersihan dan Pertamanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran resiibkebersihan yang dilakukan oleh
masyarakat/pedagang kepada Dinas Pasar, KebedahaRertamanan, Kabupaten Rokan Hilir
belum dapat diandalkan Pemerintah Daerah untuk amemdseluruh program dibidang
kebersihan.

Untuk melakukan pembayaran retribusi, ma§atrsebenarnya wajib membayar sesuai tarif
retribusi kebersihan yang sudah ditetapkan dalardaPdo. 3 Tahun 2007. Hal ini disebabkan
karena Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir telah begikan pelayanan kebersihan seperti
memungut dan mengangkut sampah masyarakat dgratgganampungan sampah, pelaksanaan
kebersihan fasilitas-fasilitas umum, penanaman mErawatan taman oleh petugas kebersihan

yang digaji oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir

* Sulaiman, Staf Sub Retribusi Dinas Pasar, Kebansitan Pertamanan Kab. Rokan Hiliawancara, Bagan
Timur, 13 Mei 2008.
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Selanjutnya untuk mengetahui pendapat makgtmatau pedagang terhadap tarif retribusi
kebersihan yang dibayar kepada Pemerintah Daerdh Rakan Hilir melalui Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanaapat dilihat pada Tabel V. 3 berikut:

TABEL IV. 3
Tanggapan Responden Terhadap Tarif Retribusi Kebersihan yang dibayar Kepada

Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Mealui Dinas Pasar, K ebersihan dan Pertamanan

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Tidak memberatkan 9 18 %

2. | Tidak tahu 14 28 %

3. | Memberatkan 27 54 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 3 di atas, menunjukkayoritas tanggapan responden terhadap tarif
retribusi kebersihan yang dibayar kepada PemeriD@drah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah "membe@ratdal ini sesuai dengan jawaban
responden yang menjawab "memberatkan” sebanya,5ehenurut responden ini tarif yang
sudah di tetapkan di dalam Perda No. 3 Tahun 2@@gat memberatkan, sebab pendapatan
masyarakat tidak seimbang untuk membayar bermacacasm pengeluaran. Responden yang
menjawab "tidak tahu” sejumlah 28 %. Responden yangenjawab “tidak memberatkan”
sebanyak 18 %. Menurut responden ini besarnya kabtrsihan yang telah ditetapkan tidak
akan menggangu perekonomian masyarakat.

Meskipun demikian mayoritas tanggapan pediggatau masyarakat terhadap tarif retribusi

kebersihan yang dibayar kepada Pemerintah Daerd&h Rakan Hilir melalui Dinas Pasar,
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Kebersihan dan Pertamanan adalah "memberatkan"da&eaini sesuai dengan jawaban Ibu
Silel, yang penulis wawancarai dengan mengatakdiwé masyarakat atau pedagang di
Kelurahan Bagan Timur banyak yang enggan membagiaretribusi kebersihan dan keberatan
dengan tarif yang sudah ditetapRaKemudian Bapak Udin, menurutnya tarif retribusi
kebersihan cukup ting§i

Berbeda dengan jawaban di atas, Darsono aekan tarif yang telah dibuat oleh
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir sudah pas derkgewdisi riil dan tidak memberatkan
masyarakat. Sekarang kita lihat di masyarakat lsigdmgat banyak yang mau membayar
retribusi sesuai tarif ketentuan Perda No. 3 Tak07. Masyarakat tidak keberatan, kalau ada
masyarakat kurang setuju atau keberatan itu karersyarakat tidak mengerti, tapi kita minta
kepada masyarakat kesadarannya untuk partisiphak@p Perda No. 3 Tahun 2007 tersébut.

Jawaban Darsono di atas, juga sesuai defmaaban Sulaiman, yang mengatakan
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dalam menetapieaif retribusi sama sekali tidak
memberatkan masyarakat.

Partisipasi terhadap Perda No. 3 Tahun 2@8@@&ndai dengan hubungan identitas yang
dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikanhoRemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya, karengiutem masyarakat maupun lingkungan
usaha di pasar selalu berubah, maka pelayanan yiiogyikan oleh Pemerintah Daerah Kab.
Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dartdPeanan harus terus menerus disesuaikan.
Untuk mewujudkan pelayanan tersebut Dinas Pasdrefis#gnan dan Pertamanan harus mampu
(memiliki kemampuan/kompetensi) dan memiliki mosivauntuk mempengaruhi dan

mengendalikan pelayanan terhadap masyarakat.

® Ibu Silel, Pedagang Kailtlyawancara,Bagan Timur, 6 Mei 2008.
® Udin, Pedagang KaiWawancara,Bagan Timur, 6 Mei 2008.
" Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan HilWawancara,Bagan Timur, 7 Mei 2008.
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Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalind3 Pasar, Kebersihan dan Pertamanan harus
selalu meningkatkan pelayanannya, sehingga dapatioreng partisipasi masyarakat sebagai
stake holder Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayand&ndadam segi memberi
maupun menerima. Adapun bentuk pelayanan yangrikiimebisa berupa pembentukan tim atau
posko untuk pengaduan sekaligus tempat pembayatabusi, atau bila perlu turun langsung
(bertatap muka) ke masyarakat untuk pengambilanbpganan retribusi serta sekaligus
menerima menampung aspirasi. Sehingga dengandremja pelayanan seperti ini, maka jumlah
masyarakat maupun jumlah pembayaran retribusi melsydapat lebih ditingkatka&n.

Selanjutnya, untuk mengetahui tentang p@e&lay yang diberikan Pemerintah Daerah Kab.
Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dartdPeanan kepada masyarakat atau pedagang
di Kelurahan Bagan Timur dapat di lihat pada Tdldelt berikut :

TABEL IV.4
Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi M asyar akat dalam Pelayanan yang diberikan

Dinas Pasar, K ebersihan dan Pertamanan

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Baik 6 12 %

2. | Kurang baik 14 28 %

3. | Tidak baik 30 60 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan
Berdasarkan Tabel IV. 4 di atas, menunjokkaayoritas tanggapan pedagang atau

masyarakat dalam pelayanan yang diberikan DinaarP&ebersihan dan Pertamanan adalah

8 Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilifawancara,Bagan Timur, 6 Mei 2008.
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"tidak baik”, karena ada 60 % responden yang meafaitidak baik”. Menurut responden ini,
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui DinasdaKebersihan dan Pertamanan dalam
memberikan pelayanan belum menyediakan tempat raigan khusus tempat pembayaran
retribusi kebersihan. Responden yang menjawab tkurdaik” ada sebanyak 28 %, menurut
responden ini ruangan yang disediakan terlalulkelein yang menjawab “baik” hanya
sebanyak 12 % karena menurut responden ini temgrabg@yaran retribusi maupun pegawai
yang melayani telah sesuai dengan tuntutan daléeyaen, sehingga pelayanan yang diberikan
menjadi informatif, ramah, dan cepat.

Meskipun demikian, mayoritas tanggapan padgg atau masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hitelalui Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan "tidak baik”, karena ada 60 % resporydag menjawab "tidak baik”. Hal ini ini
sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakd&agan salah seorang responden, yang
berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kab. Rokanrktlialui Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan dalam hal memberikan pelayanan kepasigamaiat atau pedagang tidak baik dan
belum memuaskan. Pemerintah Daerah Kab. Rokan rHéialui Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan belum mempermudah dalam pelayananaspeteiyanan yang disediakan belum
cukup dan minin.

Namun pernyataan yang berbeda diberikan dllfi Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan yang penulis wawancarai, mengatakawabdpelayanan yang diberikan

Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinasd?aKebersihan dan Pertamanan sudah

° Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan HilWawancara,Bagan Timur, 7 Mei 2008.
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baik”. Kami selalu berupaya agar hal ini terusmgjkatkan demi kenyamanan masyarakat dalam
berurusart?

Berlawanan dengan hasil wawancara di atatglaa wawancara dengan responden lainnya,
mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan PenterDéerah Kab. Rokan Hilir melalui
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belunm‘bBi&ngan demikian dapat dilihat bahwa
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerab. Rekan Hilir melalui Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan belum baik.

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamananhadalas harus memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat. Apabila pelayanan dariDiesar, Kebersihan dan Pertamanan tidak
dilaksanakan dengan baik, maka akan mengurangirdaman masyarakat kepada dinas
tersebut. Di samping memberikan pelayanan, Pema&riDaerah Kab. Rokan Hilir juga harus
mengadakan pembinaan atau penyuluhan terhadap makeslyaatau pedagang, karena
kebanyakan masyarakat bersifat pasif. Hal ini dibkbn karena terbatasnya pengetahuan
mereka terhadap Perda No. 3 Tahun 2007. Secarahbprtmereka harus meningkatkan
pengetahuan terhadap Perda tersebut melalui pdramuluPenyuluhan ini dapat diberikan
melalui kegiatan pembinaan/penyuluhan oleh Penadrimdaerah Kab. Rokan Hilir melalui
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Berikut tanggapan responden (masyarakat@aedp) tentang pembinaan atau penyuluhan
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah KataR Hilir melalui Dinas Pasar Kebersihan

dan Pertamanan, sebagaimana dapat dilihat pad&a TAbe berikut:

19 Sulaiman, Staf Sub Retribusi Dinas Pasar, Kebensitan Pertamanan Kab. Rokan Hiliawancara, Bagan
Timur, 13 Mei 2008.
1 Upik, Pedagang KainWawancara,Bagan Timur, 10 Mei 2008.
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TABEL I1V.5
Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi M asyar akat dalam Pembinaan atau

Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Baik 9 18 %

2. | Tidak tahu 12 24 %

3. | Tidak Baik 29 58 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel [IV. 5 di atas, menunjunkkahwa mayoritas tanggapan masyarakat
terhadap pembinaan atau penyuluhan yang dilakulkdnRemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir
melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanaak’tiéik”, yakni sebanyak 58 %. Menurut
mayoritas responden ini pemerintah daerah Kab. iRbli&r belummemberikan pembinaan atau
penyuluhan sehingga banyak masyarakat yang tidakgetghui Perda No. 3 Tahun 2007.
Responden yang menjawab "tidak tahu” sebanyak 24%ponden ini tidak tahu ada atau
tidaknya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir.
Responden yang menjawab "baik” hanya sebanyak 1&éfturut responden ini pembinaan
atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintalrdbakab. Rokan Hilir telah dilaksanakan
melalui aparat kelurahan bersama-sama dengan lendb&glurahan serta RW, RT setempat..

Namun, mayoritas tanggapan masyarakat tephgmembinaan atau penyuluhan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilglalui Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan "tidak baik”. Pernyataan ini sesuai derwasil wawancara yang penulis lakukan

dengan salah seorang responden. Responden injatagan bahwa “pembinaan atau
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penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Daerah KakaR Hilir kepada masyarakat selama ini
masih kurang. Penyuluhan ini penting agar masyarakadapatkan informasi tentang isi perda
tersebut™?

Sejalan dengan jawaban responden lainnyapgatekan bahwa  “pembinaan atau
penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerab. KRokan Hilir belum maksimai.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa PemerintadrdbaKab. Rokan Hilir melalui Dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum maksimakok@n pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat atau pedagang.

Di samping itu, memberikan pembinaan atawnypkihan, masyarakat juga harus
memberikan kritik, atau saran termasuk keluhan #afemerintah Daerah. Selanjutnya
untuk mengetahui jawaban masyarakat atau pedagdartadap keluhan, kritikan dan usulan
kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melainiaP Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
dapat dilihat pada Tabel IV. 6 berikut:

TABEL IV.6
Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam memberikan Keluhan,
Kritikan dan Usulan Kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Melaui Dinas Pasar,

K ebersihan dan Pertamanan

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Perlu 6 12 %

2. | Tidak tahu 13 26 %

3. | Tidak perlu 31 62 %
Jumlah 50 100 %

2 Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hiliawancara,Bagan Timur, 10 Mei 2008.
13 Amer, Pedagang Kaki Lim&lyawancaraBagan Timur, 11 Mei 2008.
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Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 1V. 6 di atas, menurgmkknayoritas tanggapan masyarakat terhadap
keluhan, kritikan, dan usulan kepada Pemerintalrdbakab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan adalah “tidak perlu”niyagbanyak 63 %. Menurut responden ini
keluhan, kritikan dan usulan tidak perlu disampajksebab kalaupun dilakukan, lebih banyak
tidak dilaksanakan dari pada dilaksanakan. Respoyaleg menjawab “tidak tahu” sebanyak 26
%. Sedangkan yang menyatakan “"perlu” sebanyak 12m@&nurut responden ini, keluhan
kritikan, dan usulan setidaknya cepat atau lamb@in aditanggapi dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

Meskipun demikian, mayoritas tanggapan masgd terhadap menyampaikan keluhan,
kritikan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah Keadkan Hilir melalui Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan) adalah “tidak perlRniysebanyak 63 %.

Keadaan di atas, sesuai dengan jawaban n@spoyang diwawancarai, ia mengatakan
bahwa "masyarakat atau pedagang enggan menyampgakihan, kritikan dan usulan kepada
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinassd#a Kebersihan dan Pertamanan
khususnya yang berada di Kelurahan Bagan Tirtur”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapalaii8an, yang berpendapat bahwa
masyarakat atau pedagang khususnya di KelurahganBEimur selama ini jarang memberikan
keluhan, kritikan, dan usulannya kepada Pemeribtadrah. Padahal dengan cara itu Pemerintah
Daerah menjadi tahu akan kekurangannya dalam meigimentasikan kebijakan maupun
program yang sudah berjaldhDengan demikian dapat dilihat bahwa masyaraké#tetlirahan

Bagan Timur dalam menyampaikan keluhan, kritikdemy usulan kepada Pemerintah Daerah

14 Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilifawancara,Bagan Timur, 14 Mei 2008.
15 Jasman, Staf Keuangan Dinas Pasar, KebersihaPeldamanan Kab. Rokan HilWawancara, Bagan
Timur, 15 Mei 2008.
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Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan @&rtamanan) selama ini adalah “kurang
baik”.
B. Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007
Sebagaimana diketahui Pendapatan Asli Da@AD) merupakan faktor penunjang untuk
mendanai pembangunan di daerah. Meskipun hal ikarbumerupakan suatu jaminan untuk
mencapai keberhasilan suatu pembangunan dan kiesemi karena PAD merupakan
pelengkap yang harus dicapai dan dipenuhi. Tetapaliknya kekurangan PAD bagi suatu
daerah menyebabkan terbatasnya kemampuan gerak Oalaisaha. Sehingga besar kecilnya
PAD setidaknya dapat mempengaruhi kegiatan pemipangulan kesejahteraan masyarakatnya.
Adapun untuk mengetahui PAD di KabupatendroKilir dalam lima tahun terakhir dapat

lihat pada Tabel V. 7 berikut:
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TABEL IV.7
Perkembangan Pendapatan Adli Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003- 2007

No. Tahun Jumlah PAD Rp Selisih dari tahun
sebelumnya Rp

1. 2003 199.520.541,590, -

2. 2004 298.225.312,114, 98.704.770.524,00

3. 2005 319.690.512,141  21.465.200.027,00

4. 2006 389.255.500,130 69.564.987.989,00

5. 2007 426.339.514,520 37.084.014.390,00

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kab. Rz08B.

Berdasarkan Tabel V. 7 di atas, dapalajean bahwa PAD Kabupaten Rokan Hilir pada
tahun 2004 meningkat 9,48 % atau Rp 98.704.770B82&ada tahun 2005 PAD yang diperoleh
Kabupaten Rokan Hilir berjumlah Rp 319.690.512.@@1yang berarti mengalami peningkatan
sebesar 7,20 %. Pada tahun 2006 jumlah PAD Kabugatkan Hilir kembali meningkat
sebesar 1,77 % atau Rp 69.564.987.989,00, terpklda tahun 2007 jumlah PAD Kabupaten
Rokan Hilir sebesar Rp 426.339.514.520,00 yangrthereengalami peningkatan sebesar 9,53
%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkemban§&D Kabupaten Rokan Hilir setiap
tahunnya mengalami peningkatan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 157 U32NbBahun 2004, bahwa sumber pendapatan

daerah terdiri atas:
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a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya diBé{idt yaitu:
1) Hasil pajak daerabh;
2) Hasil retribusi daerah;
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahéan
4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan ; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber PAD bersifat potensial didasarkanapg@&nerimaan dari setiap Dinas dan
Badan/Kantor se-Kabupaten Rokan Hilir. Penerimaasebut dapat besar dan dapat pula kecil,
hal ini dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kemampDinas dan Badan/Kantor dalam
menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya dalagka meningkatkan PAD.

Selain sumber PAD seperti diuraikan di ayasng juga sebagai sumber pendapatan intern.
Daerah dapat pula menambah pendapatannya yangabdeai sumber ekstern yang berasal
dari pinjaman daerah dan dana hibah dari luar Qa¢eamasuk pula dalam sumber ekstern ini
misalnya berbagai fasilitas yang berasal darid?ertah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Seperti diuraikan di atas, Perda No. 3 Tal20®7 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan tidak saja ditujukamkunemperbesar PAD, tetapi juga untuk
meringankan beban Pemerintah Daerah Kab. Rokam y#hg timbul dari adanya sampah-
sampah yang Dberasal dari kegiatan usaha-usahgarakst. Melalui Perda ini Pemerintah
Daerah Kab. Rokan Hilir dan masyarakat bisa belsaaa untuk mengatasi dan membersihkan
sampah-sampah. Supaya mencapai kondisi yang ba&kmenjaga keindahan dan kenyamanan

masyarakat itu sendiri.
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Meskipun hanya sebagian masyarakat dan paga pedagang yang ikut berpartisipasi
membantu membersihkan sampah sesuai kemampuanrgmagmaasing, membuang sampah
pada waktu dan tempat yang sudah disedialdam rangka mendukung pelaksanaan Perda No.
3 Tahun 2007. Semestinya bila Perda No. 3 Tahui 2g@lankan secara baik dengan penuh
tanggung jawab, maka akan meringankan beban Pdaterdaerah Kab. Rokan Hilir untuk
mempertahankan prestasi dibidang kebersihan. Sehaga yang sudah diraih Pemerintah
Daerah Kab. Rokan Hilir selama 3 tahun berturutttilengan mendapatkan penghargaan
Adipura (dari Presiden RI melalui Menteri LingkungBlidup) sebagai kota dan kinerja yang
terbersih di Riau. Meskipun penghargaan terseleliihl dominan merupakan hasil kerja
Pemerintah Daerah dan belum menjadi suatu budayayamakatnya. Karena untuk
melaksanakan program kebersihan, Pemerintah Dakedh Rokan Hilir telah menganggarkan
dana yang tidak sedikif.

Selanjutnya kegiatan usaha yang dijalankasyarakat di Kelurahan Bagan Timur pada
dasarnya berpotensi menghasilkan pendapatan, kapemabayaran retribusi kebersihan
merupakan bagian dari pendapatan asli bagi daddabar kecilnya pendapatan retribusi
kebersihan tergantung pada kesadaran masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangamendgpatan retribusi di Dinas Pasar,

Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada Tiabe berikut:

1% Errie, PIt Kasudin Retribusi Dinas Pasar, Kebensidan Pertamanan Kab. Rokan Hillawancara, Bagan
Timur, 7 Mei 2008.
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TABEL 1V.8
Perkembangan Retribusi yang diperoleh Dinas Pasar, K ebersihan dan
Pertamanan Kab. Rokan Hilir dari Tahun 2003-2007

No. Tahun Jumlah Perolehan Perubahan Persentase
Retribusi Rp

1. 2003 96.520.000,00 - -

2. 2004 103.725.000,00 7.205.000,00 7,46 %

3. 2005 109.690.000,00 5.965.000,00 5,75 %

4. 2006 119.255.130,00 9.565.130,00 8,72 %

5. 2007 126.235.500,00 6.980.370,00 5,85 %

Sumber : Kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Partam Kab. Rokan Hilir, 2008.
Berdasarkan Tabel [V. 8 di atas, dapatlasjean bahwa pendapatan retribusi di Dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hitia pahun 2004 mengalami peningkatan
sebanyak 7,46 % atau Rp 7.205.000 dari pendapetiabusi pada tahun 2003 yang berjumlah
Rp 96.520.000. Pendapatan retribusi pada tahun Béffmlah Rp 109.690.000 mengalami
peningkatan sebanyak 5,75 %. Pendapatan pada 2006 juga mengalami peningkatan
sebanyak 8,72 % atau Rp 119.225.130. Terakhir padan 2007 pendapatan retribusi Dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hifitbkli mengalami kenaikan sebanyak
5,85 % atau Rp 126.335.000 dari pendapatan tah@é. ZEengan demikian dapat dilihat bahwa
perkembangan pendapatan Retribusi di Dinas Pa&aliersihan dan Pertamanan selalu
mengalami peningkatan. Adapun besar kecilnya pdokegan retribusi tersebut tergantung dari
pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap P&tda 3 Tahun 2007 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
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Perkembangan penerimaan retribusi di ataka tidak saja ditujukan untuk memperbesar
pendapatan, tetapi juga untuk meringankan bebag yéambul dari minimnya pendapatan dari
pajak atau di luar sektor retribusi. Melalui penguhan retribusi pada kondisi baik dapat
menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspanserlfpsan) pendapatan terhadap
pembangunan.

Hasil pendapatan retribusi merupakan suauwntingan yang diperoleh Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan, selama lima tahun ferakh Adapun dari pendapatan itu
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dapat digunakamk pembangunan seperti infrastruktur
dan fasilitas-fasilitas pasar serta pembangunamya untuk kepentingan masyarakat.

Pembayaran retribusi persampahan dan kbeberskepada Pemerintah Daerah, tujuan
utamanya bukanlah semata-mata untuk memperbanyBkseperti yang diusahakan dinas-dinas
dan badan-badan di daerah. Dengan pendapatarettdnusi persampahan dan kebersihan dapat
digunakan kembali untuk membangun pasar, memperatak merenovasi pasar, sarana dan
fasilitas kebersihan, membuat taman, dan lain sebyay’

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan makgaterhadap pembangunan daerah dan
pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah KakarRBKir, dapat dilihat pada Tabel V. 9

berikut:

" Melville C Branch,Perencanaan Kota Komprehengif,ogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995),
h. 26.



60

TABEL 1V.9
Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Daerah dan Pasar yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Baik 12 24 %

2. | Tidak tahu 15 30 %

3. | Belum baik 23 46 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 9 di atas, menunjokkaayoritas tanggapan responden terhadap
pembangunan daerah dan pasar yang dibangun oledriRerth Daerah Kab. Rokan Hilir adalah
“belum baik”, yakni sebanyak 46 %. Menurut respamihi pembangunan yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir belum merataagnping pembangunan pasar yang telah
dibangun tidak ada upaya perawatan. Responden yarggatakan “tidak tahu” sebanyak 30 %
atau 15 orang.. Sedangkan responden yang mengatakik” sebanyak 24 % atau 12 orang,
menurut responden ini pembangunan yang telahsditekan Pemerintah Daerah Kab. Rokan
Hilir banyak telah diselesaikan secara balik.

Hasil penyebaran angket di atas, sesuaatehasil wawancara penulis dengan salah satu
responden yang menerangkan bahwa “pembangunan yadg sekarang belum merata di
setiap daerah dan ada juga yang tidak dapat disledssampai berakhirnya tahun anggaran, dan

kami mengharapkan hendaknya masyarakat ikut mersjgat@nnya pembangunar?.

18 Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hiliawancara,Bagan Timur, 12 Mei 2008.
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Mencapai dan merealisasikan tujuan terseamgat dibutuhkan partisipasi masyarakat

dalam kegiatan Pemerintah Daerah untuk menuju mesan yang cerah. Selanjutnya untuk

mengetahui partisipasi masyarakat dalam melaksanadzersihan kota dan pasar, dapat dilihat

pada Tabel 1V. 10 berikut:

TABEL V.10

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi M asyar akat dalam M elaksanakan Retribusi

K ebersihan Kota dan Pasar

A

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

1. | Baik 13 26 %

2. | Tidak tahu 14 28 %

3. | Kurang baik 23 46 %
Jumlah 50 100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel

IV. 10 di atas, menurgnkkahwa mayoritas tanggapan responden

terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakabusi kebersihan kota dan pasar, adalah

"kurang baik” yakni sebanyak 46 % atau 23 responddanurut responden ini partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan retribusi kebersibandan pasar hanya dilakukan sepanjang

dihimbau dari Pemerintah Daerah, dan belum menpadiaya masyarakatnya. Selanjutnya

sebanyak 28 % atau 14 responden menyatakan "@tak.tSedangkan 26 % atau 13 responden

menyatakan "baik” karena menurut responden iniigpesi masyarakat dalam melaksanakan

retribusi kebersihkan kota dan pasar, tidak seliddarenakan adanya himbauan dari Pemerintah

Daerah.



62

Namun demikian dari perolehan jawaban dis,atmenunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dsar fkurang baik, karena mayoritas
tanggapan responden menyatakan "kurang baik” yeddmanyak 46 % atau 23 responden. Hal ini
sesuai dengan jawaban Bapak Erri, yang mengatalibweb "partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan kebersihan kota dan pasar masih kukdngusnya di kota dan pasar di
Kelurahan Bagan Timur*®

Hal ini didukung oleh jawaban respondenrgim yang mengatakan bahwa “partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kotaadan @i daerah ini khususnya di Kelurahan
Bagan Timur belum menjadi budaya masyarakatnyatlaRal hal tersebut merupakan modal
utama untuk kemajuan untuk mensukseskan prograneriteah Daerah dibidang kebersihan
dan pertamanafl. Dengan demikian menunjukkan bahwa partisipasi arakat dalam
melaksanakan kebersihan kota dan pasar saat ith knaang.

Selanjutnya sebagian masyarakat/pedagarigrengkinan tidak selalu menyetujui jika
melakukan gotong-royong atau dilibatkan dalam memibean atau memelihara kebersihan
kota dan pasar. Namun demikian perlu ditingkatkesakiaran masyarakat untuk berperan aktif
atau berpartisipasi dalam bidang kebersihan datenmgka pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan ${ledey terutama dalam membayar retribusi
kebersihan serta menjaga kebersihan kota dan @alaab pendapatan utama dari Dinas Pasar,

Kebersihan dan Pertamanan adalah berasal dabustiinasyarakat/pedagang. Sehingga besar

9 Errie, PIt Kasudin Retribusi Dinas Pasar, Kebensidan Pertamanan Kab. Rokan Hillawancara, Bagan
Timur, 7 Mei 2008.
20 Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan HillWawancara,Bagan Timur, 14 Mei 2008.
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kecilnya pendapatan Dinas Pasar, Kebersihan datanfaman tergantung pada partisipasi
masyarakat untuk membayar retribtfsi.

Walaupun rendahnya partisipasi masyarakdandamenjaga kebersihan di pasar dan
membayar retribusi kebersihan kepada PemerintalraDaléab. Rokan Hilir melalui Dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, tidak menyebdamerintah Daerah Kab. Rokan Hilir
tidak mengalami kemajuan pembangunan. Sebab deegatapatan lainnya seperti pajak, bagi

hasil sumber daya alam atau dana perimbangan, naligydetap bisa menikmati pembangunan.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan K ebersihan
Partisipasi yaitu ikut serta, ikut ambil Eag dikaji dan segi definisinya, partisipasi
merupakan persekutuan yaitu salah satu bentuk skena yang dianjurkan syara”, karena
dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesaardengan kesatuan akan tercipta sebuah
kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakamkuntenegakkan sesuatu yang benar
menurut syara’. Sebuah hadits yang diriwavatkah tieam Al Bukhari, Muslim dan Turmudzi

Rasulullah SAW, bersabd%:

, 073 /wff
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2 Yahya K, Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pasar,eté¢ian dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir
Wawancara,Bagan Timur, 7 Mei 2008.

22 7ainuddin Ahmad AzzubaidiTerjemahan Hadist Shahih Bukhagiakarta : CV. Toha Putra, tt), Jilid I, h.
231-232.
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Artinya : “Dari Abu Musa Al Asy’ari RA ia berkataRasulullah SAW, bersabda : Seorang
mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bagunan yselgagian dari mereka
memperkuat bagian lainnya. Kemudian beliau menekesu jari-jari tangan yang
sebelah ke jari-jari sebelah lainnya.

Hadist ini dapat dipahami lebih (luas), maegpat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan
untuk berpartisipasi (ikut serta) antara orang ysatg dengan yang lainnya dalam hal bekerja
sama seperti dengan cara membayar retribusi. dang@rang yang kaya jangan sampai
menghisap darah orang-orang miskin dengan tidaklragan retribusi. Hal ini harus merata baik
orang kaya atau orang miskin wajib untuk membagtitiusi.

Partisipasi atau ikut serta adalah perbug#eng terpuji menurut hukum Islam. Salah satu
bentuk partisipasi adalah membayar retribusi kegastaerintah yang merupakan kewajiban
bagi setiap masyarakat, karena pemerintah sudahedi@kan tempat-tempat dan kios-kios buat
masyarakat berdagang. maka berdirilah Perda tentRedyibusi yang menjadi dasar hukum
untuk kebersihan dan merupakan salah satu perbtemfani menurut hukum Islam.

Partisipasi masyarakat terhadap Perda N@®atun 2007 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan, merupakan salah satuk beewajiban sesama masyarakat
terhadap retribusi persampahan dan kebersihan unarkngkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan keindahan serta kenyamanan masyarakatinDpartisipasi dapat dijelaskan dalam
tiga aspek sebagai berikut:

1. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan Kmrgr atau mengerakkan sumber-
sumber dayanya;

2. Masyarakat berpartisipasi dalam mengambil kegaurt (perencanaan dan evaluasi);

3. Masyarakat berpartisipasi atau membayarkanbteiri pelayanan persampahan dan

kebersihan.
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Partisipasi dapat diartikan sebagai suatsgw dimana sekelompok orang (masyarakat)
menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atausgagarhadap pelayanan persampahan
dan kebersihan. Melalui partisipasi, masyarakatiisepang mengisyaratkan dan menyatakan
kepentingan sumber-sumber daya yang dapat digeraklen keputusan-keputusan dapat
dilaksanakan dan dievaluasi.

Ciri utama retribusi pelayanan persampalan lébersihan adalah kerja sama masyarakat,
gotong-royong, dan demokrasi menuju kesejahterannunDilihat dari segi filsafah yang
mendasari retribusi pelayanan persampahan dan died@er terdapat banyak segi yang
mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan égii gjaran Islam. Persamaan itu dapat
ditemukan antara lain dalam penekanan pentingnga gama dan keikutsertaan, persaudaraan,
dan pandangan hidup demokratis (musyawarah). Ipatdanenimbulkan sifat yang positif
terhadap jiwa setiap muslim, yang dapat menjalirsgteaan dan persaudaraan umat dengan
kokoh, itu hanyalah dapat dilakukan dengan kebasiedragai cerminan ketagwaan kepada Allah

SWT %3, Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an:

* oS Al £ X BXOCOQNOOIER 00
g B3-0> @K H¢ & XX Ju 6 XD ON.ORY
* Forde BOEROLDYN BIOROADN O @0
AL RAOEROML w@AANVGCAG YORO ALAECONEHEN

ALZ2EN=AD>EHD 2 | 23784 2= A A@Ogeo
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o KHAXA ON=OR 2AAINWCAT @0 o CHOOUERD
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A&, 1w OX X @D o0& BOHE 2AGXIO@Qxpeo
DN.0NICEDK @7 JLAEV® +S 0 EXNAVIIROG
D EXHD ¢)0C0#II& ™ v EAE+HED e

% Departemen Agama RAI-Qur'an dan TerjemahannyBandung : Gema Risalah Press, 1998), Cet.kel, h.
157.
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Artinya : “Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah,jdaganlah kamu bercerai berai,
dan ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakapddamu ketika kamu dahulu
(masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah makkan di antara hatimu, lalu
menjadilah kamu karena ni’'mat Allah orang-oranggybarsaudara. (Q.S. Ali Imran :
103)2*

Wujud dan bentuk partisipasi masyarakat rdal@embayaran retribusi pelayanan
persampahan dan kebersihan merupakan suatu bemigekptuan atau kerjasama yang
dianjurkan sara”, yang disebut juga dengan kewajiBatribusi di lain pihak mengandung sifat
sukarela. yang dibayar kepada Uli Amri untuk izgalia dengan mendapat keuntungan bersama.
Dalam arti yang paling luas, izin yang dikeluartofeenguasa melalui jasa maka harus dibayar,
dan memperoleh manfaat dari situ.

Sumber retribusi utama berasal dari pedagtagmasyarakat pada khususnya, pembayaran
retribusi dari pembersihan sampah-sampah di kios mknyewaan kios juga retribusi dari
pembersihan jualan kaki lima oleh pedagang. Untuksangat dibutuhkan peran serta atau
pasrtisipasi yang aktif dari masyarakat tersebut.

Retribusi pelayanan persampahan dan kelaersiiberi batas tarif terbatas dalam jumlah
yang sesuai dengan keputusan antara legilatif kisekatif. Pembayaran retribusi sebagian besar
dikenakan kepada masyarakat dan khususnya peddgadgsarkan besar kecilnya peranan
masyarakat dalam pemanfaatan tempat usaha. Misatlyam usaha pada rumah tempat
tinggal, tempat usaha umum, seorang masyarakat pgdagang membayar retribusi sesuai

tempat usaha yang dipakainya.

% Q.S. Alilmran : 103
% A, Rahmis Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Alléfakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-4a.
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Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsargrap atau partisipasi masyarakat atau
pedagang dalam membayar retribusi, karena itu  taklka bahwa
retribusi adalah pembayarana iuran kepada pemlersglbagai balas jasa, bukan pungutan liar.
Sebagai pemerintah atau penguasa, retribusi tiglaata-mata mencari keuntungan akan tetapi
lebih dari itu, retribusi bercita-cita memupuk leegama dan mempererat persaudaraan diantara
sesama masyarakat.

Menurut A. Rahmis, retribusi merupakan peyaban sukarela kepada pemerintah (Uli
Amri) sebagai tanda jasa yang banyak manfaatnyd yaemberikan keuntungan kepada
daerah, membuka lapangan kerja kepada masyaragatbeni bantuan keuangan dan sebagian
hasil PAD untuk pembangunan infrastruktur dan Isébagainyd’ Dengan demikian jelas,
dalam menjalankan retribusi pelayanan kebersiham plersampahan ini tidak ada unsur
kezaliman dan pemerasan (eksploitasi manusia yamkgat kaya atas manusia yang
lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan texlfopen managemengerta melakukan
punggutan retribusi kepada masyarakat dan khusupaya pedagang sesuai tarif yang
ditetapkan didalam Perda tersebut. Oleh sebabettibusi dapat di benarkan dan dianjurkan

dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip keadilan.

%M. Ali Hasan,Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangélakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-&&h.
27 A. Rahmis Penjelasan Lengkap...Op.Cih, 79.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, nmakaaslah penulis pada kesimpulan sebagai

berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Titednadap Perda No. 3 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keéeysimelalui penelitian ini
menunjukkan partisipasi masyarakat di KelurahanaBagimur dapat dikatakan masih
rendah, seperti dalam pembayaran Retribusi Pelay&ebersihan dan Persampahan,
serta membantu membersinkan sampah sesuai kemamypuamasing-masing,
membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudadiakan, memberikan
masukan dan kritik dalam rangka mendukung pelaksaRarda No. 3 Tahun 2007.

2. Dampak partisipasi masyarakat terhadap Perda3Nimhun 2007 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan meskipun te¢éspengaruh terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bemdari pembayaran retribusi
pelayanan persampahan dan kebersihan, namun préstasng PAD retribusi yang
diraih Pemerintah Daerah Rokan Hilir lebih domimaerupakan hasil kerja Pemerintah
Daerah dan belum menjadi budaya masyarakatnya. i2impambayaran retribusi baru
dibayar ketika petugas jemput bola kepada masyargké&ni dijemput baru dibayar.
Padahal alangkah lebih baik jika pembayaran retritpelayanan kebersihan dan
persampahan di kab. Rohil umumnya dan di Kelur&egan Timur khususnya menjadi

budaya masyarakatnya.
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3. Partisipasi masyarakat terhadap Perda No. uir&®07, yaitu membayar retribusi
pelayanan persampahan dan kebersihan merupakénssélabentuk kewajiban sesama
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.uMermpandangan hukum Islam,
wujud dari partisipasi masyarakat terhadap Perda3Nbahun 2007 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan merupakam iselatuk persekutuan atau

kerjasama yang dianjurkan syara’ yang disebngde ikut serta.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamarabupkten Rokan Hilir agar
berkerjasama dengan badan dan kantor yang terkaitk uterus meningkatkan
perekonomian masyarakat ke tingkat yang lebik.bai

2. Badan atau kantor yang terkait agar dapat mimmkan kepercayaan masyarakat
terhadap punggutan retribusi. Hal itu dapat dilakuklengan cara menjelaskan tentang
tujuan pungutan retribusi, serta dalam mengelolaguaretribusi yang menyangkut
masyarakat umum baik bidang organisasi dan usaha.

3. Para Badan dan kantor yang terkait hendakeyadh lebih dekat lagi dan berusaha
untuk menyadarkan dan menjadikan masyarakat merad@n pentingnya arti retribusi
untuk pembangunan bersama.

4. Kepada masyarakat agar kesadaran dan peramysedemakin baik dalam membayar
retribusi di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bankkbupaten Rokan Hilir, dengan
tidak memandang pada keuntungan pribadi kebersihag sedang dijalankan, tapi

keuntungan bersama dari kebersihan tersebut.
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DAFTAR PERTANYAAN

Partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Rerdbdaerah No. 3 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersi Kelurahan Bagan
Timur, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Pertanyaan ini hanya untuk kepentngan studi, karémamohon bantuan
Bapak/Ibu berkenan mengisi setiap pertanyaan seferagan kenyataan yang
ada.

Nama

Jenis Kelamin
Agama
Pekerjaan
Pendidikan

PETUNJUK PENGISIAN

Pilinlah salah satu jawaban dari pertanyaan di baima dengan memberikan
tanda silang (X)

Soal:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah bentuksjjzati masyarakat terhadap
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi PelaydP@rsampahan dan
Kebersihan.?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

2. Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang Partisipelsisyarakat dalam
pembayaran retribusi?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

3. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang tarifilnesi yang di bayar kepada
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
4. Bagaimana pelayanan yang Bapak/Ibu terima yditgerikan pemerintah?
a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap masyatakt&ng pembinaan atau

penyuluhan terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 yangilakullan oleh
pemerintah?



a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

6. Menurut Bapak/lbu bagaimana tanggapannya tentangsyarakat
menyampaikan keluhan, kritikan dan usulan kepadzepatah?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

7. Menurut Bapak/lbu bagaimana terhadap masyarédiang pemerintah
memperhatikan keingginan, keluhan dan Harapan melsy®

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

8. Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang keuntungendapatan retribusi
dijadikan sebagai tambahan penunjang PAD (Penalapssli Daerah) dan
untuk pembangunan ?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

9. Bagaimana menurut Bapak/lbu terhadap pembanguteerah dan pasar di
Kelurahan Bagan Timur?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

10. Menurut Bapak/lbu bagaimana partisipasi maggaralalam membayar
retribusi kebersihan kota dan pasar?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi maggérdalam meningkatkan
sarana dan prasarana ?

a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Anggota DRPD dan Pemerintah Daerah (Dinas Pasar, Kebersihan

dan Pertamanan) Kabupaten Rokan Hilir

1.

Bagaimana menurut anda bentuk partisipasi malsytterhadap Perda
No. 3 Tahun 2007?

Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakaaeatah ini, khususnya
di Kelurahan Bagan Timur dalam meningkatkan sadamaprasarana?
Apakah anda pernah di minta petunjuk sertahzsdeh masyarakat, atau

pedagang dalam pemungutan retribusi kebersihapet@ampahan?

Apakah anda memperhatikan keingginan, keluhaan cdarapan
masyarakat?
Apakah anda hanya memberikan arah&n-arahaonjpletdan nasehat

ketika di minta saja?

Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakatnd mencapai
kebersihan kota dan pasar?

Apa saja dampak sang anda rasakan dalam petaangetribusi

kebersihan dan persampahan di daerah ini?

Menurut anda bagaimana pelayanan yang saudeniian kepada
masyarakat?
Bagaimana menurut anda bimbingan atau penyulyhag diberikan

Pemerintah kepada masyarakat?



B. Untuk Masyarakat atau Pedagang

1. Apakah anda pernah diberikan harapan-harapan di&kungan oleh
Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan pertamananndalnyampaikan
keluhan tentang pembangunan dan Retribusi?

2. Apakan anda pernah meminta petunjuk dan naselpaida Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan dalam pungutan retrikefsersihnan dan
persampahan di daerah ini?

3. Menurut anda bagaimana dengan tarif retribasigy ditetapkan oleh
pemerintah?

4. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberidah pemerintah
kepada masyarakat atau pedagang?

5. Menurut anda apakah pemerintah memperhatikahdwe masyarakat’'?



PEDOMAN OBSERVASI

Memperhatikan bentuk kegiatan masyarakat atadagaag dalam
menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007 secara seksama.

Melihat manfaat nyata yang  ditimbulkan olehaysp partisipasi
masyarakat atau pedagang dalam menjalankan PerdaT&hun 2007.
Mengamati sikap pemerintah (dalam hal ini DiRasar, Kebersihan dan
Pertamanan setempat dalam memberikan pelayana@u&epasyarakat
atau pedagang .

Mengamati apa saja dampak partisipasi masyasata pedagang dalam
menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007.

Mengamati tentang sikap dan partisipasi masghraitau pedagang

terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.
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